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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang. ' ;

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas segala rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul
"Pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Regulasi
Zakat di Indonesia”

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan lentang
kelembagaan pengawasan, tata cara pengawasan, peran serta
masyarakat dalam pengawasan dan tujuan pengawasan terhadap
organisasi pengelaolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang No.

38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Harapan penulis semoga hasil penulisan buku ini bermanfaat bagi

pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia dan pihak-pihak yang
terkait yakni DPR/DPRD, pemerintah, pengelola BAZ/LAZ, dan
masyarakat yang berkaitan dengan Organisasi Pengelolaan Zakat.

Jember, 19 Agustus 2011

Penulis
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah salu
tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk
mewujudkan tujuan nasional lersebut, bangsa Indonesia
senantiasa melaksanakan pembangunan secara kompeherensil
baik fisik material maupun mental spiritual secara
berkelanjutan (sustainable). Salah satu upaya yang dapat
dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan di bidang
agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan
beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap
Tuhan Yang maha Esa, meningkatnya " akhlak mulia,
terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis
sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan
berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan
memanfaatkan dana melalui zakat.!

Zakat di kalangan umat Islam sudah tidak asing lagi,
karena termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai
kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda,
yaitu sebagai ibadah mahdah fardliyal (individual) kepada Allah
untuk mengharmonisasikan hubungan vertikal kepada Allah,
dan sebagai ibadah mu‘amalal ijtimaiyali (sosial) dalam rangka

! Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat
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menjalin hubungan horizontal sesama  manusia.?  Sebagai
ibadah mahdalt fardliyah, zakal sama scperti kewajiban lainnya
dalam rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap orang
Islam dalam hubungannya dengan Allah, vaitu mengucapkan
dua kalimat syahadat, shalat, puasa, dan haji dimana bagi
orang-orang yang menunaikannya maka akan mendapatkan
pahala sedangkan bagi barang siapa vang lidak menunaikan
zakat padahal yang bersangkutan memenuhi ketentuan fikih
maka ia akan mendapatkan dosa.? Di dalam fikih (ketentuan
tentang tata cara ibadah dalam Islam) khususnya fikih zakat
diatur tentang zakat dan kedudukannya dalam Islam, siapakah
yang wajib berzakat, kekayaan yang wajib dizakati dan besar
zakatnya, sasaran zakat, tata cara membayar zakat dan tujuan
zakal. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan
tentang zakat yaitu UU No. 38 Tahun 1999 lentang Pengelolaan
Zakat, ketentuan mengenai umat Isiam yang mampu
mengeluarkan zakat akan tetapi tidak menunaikannya belum
diatur sanksi atau akibat hukumnya baik secara administratif
maupun pidana.

Zakat sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam
memajukan kesejahteraan umum. Dana-dana yang terkumpul
dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai program-

* Abdurrahman  Qadir, Zaka! dalam  Dimensi Mairdah  dan  Sosial, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.65

' Hukuman ini akan diberikan di dunia maupun di akhirat. Hukuman di
dunia scbagaimana hadits Rasulullah Saw: “Golongan orang-orang yang
tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang
(riwayat Imam Tabrani). Hukuman di dunia scbagaimana Hadits Rasulullah
Saw. vang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi Hurarirah: “Siapa yang
dikaruniai olch Allah tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari
Kiamat nanti ia akan didatangi oleh seokor ular jantan gundul yang sangat
berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya,
lalau melilit dan mematuk Ichernya  sambil  berteriak, ‘saya adalah
kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu vang kau timbun-timbun dulu.’ Nabi
kemudian membaca Al Qur'an ayat 180 surat 3: “Janganlah orang-orang vang
kikir sckali dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira
bahwa tindakannya itu baik bagi mercka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka;
segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari
kKiamat” (Yusuf al-Qardhawi, Hukimi Zakat Studi Romparatif mengenai Status

dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, Litera AntarNusa, Bogor,
1996, hal. 76-77) ‘
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program pemberdayaan ckonomi, pengembangan masyarakat
miskin, peningkatan akses dan peluang publik, pemberdayaan
pendidikan dan sebagainya. Menurut Yusuf al-Qardhawi,’
zakat merupakan ibadah maaliyal ijtimaiyyah yang memiliki
posisi yvang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari
sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan umat.

Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat
sangat besar. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN
Svarif Hidayatullah dan Ford Fondation  tahun 2005
mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan)
umat Islam Indonesia mencapai 19,3 triliun yang kebanyakan
bersumber dari zakat.® Jumlah ini sesuai dengan data BAZNAS
(Badan Amil Zakat Nasional).* Ini menunjukkan betapa potensi
umat melalui zakat sangat besar sebagai sumber pendapatan
atau devisa negara. Apabila potensi ini dikelola sccara benar
dan profesional, maka sangat terbuka peluang untuk
melakukan  pemberdayaan  ekonomi  guna  mencapai
Kesejahteraan umum.

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan  Zakat, pengelolaan  zakat dilakukan oleh
Organisasi Pengelolaan Zakat yang terdiri atas Badan Amil
Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengakuan BAZ
dan LAZ sebagai organisasi pengelolaan zakat diatur dalam
pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) : “Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan
amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah”

2. Pasal 7 ayat (1) : “Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina,
dan dilindungi oleh pemerintah”
3. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) : “Lembaga Amil Zakat adalah

institusi pengelolaan zakat yang sepenuhya dibentuk atas
prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat”

' Yusuf al-Qardhawi dalam Arifuddin lsmail, Potenst Zakat dan Pemberdayaon
Rawm Miskin,Majalah - Harmoni Volume VI, Nomor 22, April-juni '_;007,
Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama R,
Jakarta, hal.69-70

* Arifuddin Ismail, op cit, hal.71.

= Afif, Menguatkan Peran Strategis Forum Zakat (FOZ), Majalah Warta Badan
Amil Zakat Jawa Timur edisi 87, Juni 2009, hal.11

sd
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Di dalam pengeloloan zakat, BAZ dapat membentuk Unil
Pengumpul — Zakat  (UPZ)  pada inslansi - pemerintah,
BUNMN/BUMD dan perusahaan swasta sesuai dengan lingkatan
wilayahnya dan  biaya  operasional — yang  dibutuhkan
dibebankan kepada pemerintah (APBN/APBD), karena zakat,
infaq, shadagah dan  pendapatan lainnya  didistribusikan
kepada mustahik selain amil. Sedangkan pengelolaan zakal
oleh LAZ dilakukan secara mandiri oleh lembaga tersebul,

Perkembangan keberadaan Organisasi Pengelolaan Zakat
(OPZ) di Indonseia dewasa ini sangal signifikan. Selain
jumlahnya vang lerus bertambah, perolehan dan penyaluran
dana zakat semakin berkembang,. Diterbitkannya  Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakal
mendorong prolesionalisme Badan Amil Zakal (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakal. Maka
pemerintah membentuk BAZ, mulai dari tingkal nasional
hingga ke tingkat  kabupaten/kola  seluruh  Indonesia.
Bersamaan dengan itu pula banvak berdirinya LAZ olch
kelompok masvarakat  yang memiliki  kepedulian  untuk
mengumpulkan  dan menyalurkan dana  zakat.  Didin
Halidhuddin = pada  Seminar  Pengelolaan Zakat  yang
disclenggarakan  di gedung DPR  tanggal 4 Marelt 2010
menyalakan bahwa jumlah BAZ adalah 33 BAZ lingkat
provinsi, 429 BAZ tingkal kola/kabupaten, 4771 BAZ tingkat
kecamatan serta 18 LAZ (Lembaga Amil Zakat) tingkat
nasional.” Jumlah tersebut  belum  termasuk LAZ  lingkal
provinsi dan Kabupaten/kota. Berdasarkan data Indonesian
Magnilicence of Zakat,® jumlah perolehan dana zakat tahun
2001 Rp. 62, 78 juta, tahun 2002 Rp. 80,37 jula, tahun 2003 Rp.
99,71 juta, tahun 2004 Rp. 167, 59 juta, tahun 2005 Rp. 287,84
juta, tahun 2006 Rp. 413,92 juta, tahun 2007 Rp. 444,07 juta,
tahun 2008 Rp. 570,67 juta, tahun 2009 Rp. 792,01 juta dan tahun
2010 Rp. 1,027,41 Milvard.

Fenomena ini sangat memudahkan  masyarakat  vang,
berkewajiban membayar zakat - (muzakki) untuk munv'rium

http://ckonomi.kompasiana.com marketing/2010/08/03/mengurai-strategi-
pemasaran-organisasi-pengelola-zakat/ diakses tanggal 30 Juni 2011
Y Zakat Jadi Pengurang Pajak. Harian Jawa Pos, 23 Oktober 2010, hal, 1
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informasi  sejelas-jelasnya  tentang, zakat dan sekaligus

menyalurkannya melalui OPZ tersebut. Dengan demikian,
t (nustaliik) juga

masyarakal yang berhak menerima zaka
karena

semakin mudah menghadapi kesulitan hidupnya
diberdayakan oleh OPZ dengan dana zakatnya.
Namun di sisi yang lain perlu disadari bahwa banyaknya

OPZ vang beroperasi bisa menimbulkan overlapping atau

tumpang tindihnya pendayagunaan dana zakat. Misalnya, bisa

jadi pengumpulan dana zakat hanya terkonsentrasi pada satu
wilayah, sehingga dana zakat dari masyarakal wilayah lain tak
tersentuh. Demikian juga tidak menutup kemungkinan terjadi
penumpukan penyaluran dana zakat pada salu wilayah
penerima dana zakat (mustahik) dan menerima lebih dari satu
kali, sehingga penerima lain yang membutuhkan tak
merasakan manfaat dana zakat” Fenomena demikian tidak
mungkin akan dapat memenuhi salah satu tujuan pengelolaan
zakat untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
Zakat sebagai potensi eckonomi umat Islam dapat dimanfaatkan
untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi,
peningkatan mutu pendidikan, pengadaan dan peningkatan
mutu sarana prasarana publik, dan sebagainya. Dengan
demikian maka perlunya pengawasan yang efektif agar
organisasi  pengelolaan zakat melaksanakan peran dan
fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Tanpa pengawasan yang optimal dengan didukung
regulasi dan aparal penegaknya yang memadai dapat
memungkinkan akan terjadinya penyimpangan dana zakat
oleh organisasi pengelolaan zakat. Menurut Direktur Direktorat
Zakat Departemen Agama, Nasroen Harun, saat ini ada 18
lembaga amil zakal (LAZ) nasional yang resmi diakui
pemcrinlah, sementara LAZ yang tidak resmi jumlahnya
mencapai ratusan dan selama ini tidak ada satu pun LAZ yang
melaporkan penyaluran dananya ke pemerintah (Departemen
Agama)." Realitas demikian menunjukkan bahwa pengelolaan
zakal oleh lembaga amil zakat tidak mendasarkan prinsip

¥ Afif, op cit, hal.10
10 www.republikaonline.org, Lembaga Amil Pertanyakan Draft Revisi UU Zakat,
diakses tanggal 6 Mei 2009

Dipindai dengan CamScanner



akuntabilitas  dimana hal tersebut sangat penting agar
penggunaan dana zakat yang berfungsi untuk meningkatkan
kesejahtaraan masyarakat dapat dikontrol oleh pemerintah
maupun publik.

Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat, pengawasan terhadap organisasi pengelolaan zakat
diatur dalam Bab VI Pasal 18, 19, 20 dan Bab VII Pasal 21.
Pengawasan pengelolaan dijabarkan menjadi peran akuntan
publik (pasal 18), laporan tahunan kepada DPR/D (pasal 19),
pengelolaan diletakkan dalam ruang publik yang memadai
(pasal 20), dan pemberian sanksi pidana penjara tiga bulan
serta denda 30 juta untuk tindakan korupsi dalam pengelolaan
zakat (pasal 21)"

Peraturan pelaksanaan UU tentang Pengelolaan Zakalt
diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003
tentang  Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan  Zakat dan Keputusan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291
Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
Pengawasan OPZ dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 373
Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat diatur dalam Bab VI Pasal 31 yaitu:
“Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada
pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah akhir tahun”. Sementara itu pengawasan
OPZ dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat diatur dalam Bab
VIl yang mengatur tentang pengawasan dan pelaporan

Namun pertanyaannya adalah apakah ketentuan mengenai
pengawasan OPZ tersebut dapat memenuhi asas kepastian
hukum sebagai salah satu asas yang harus dipenuhi dalam
pengelolaan zakat,” sehingga dapat dijadikan dasar yang jelas

" http://muhtarsadili blogspol.cor :1/20{]6/07/a:nar1dcnwn-uu-zakat.htm l,

Benang Merah Zakat dan Civil Society, diakses tanggal 6 Mei 2009.

* scbagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat: “Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan
kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”,

6
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dan pasti oleh semua pihak baik pemerintah, masvarakat dan
organisasi pengelolaan  zakat dalam melakukan  kegiotan
pengawasan OPZ. Ketenluan mengenai pengawasan tevhadap
OPZ dalam peraturan  perundang-undangan  masih belum
memberikan kepastian hukunm. Jika dikaji secara yuridis
berdasarkan  pendapat  Romli  Almasasmita'  lentang,
pembentukan peraturan perundang-undangan yang  belum
menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang efektil, maka
terdapal beberapa ketentuan dalam  peraturan perundang,
undangan pengelolaan zakat yang belum dapal menjamin
pelaksanaan pengawasan OPZ.

Pertama, substansi peraturan perundang-undangan kurang,
lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan  (loopholes).
Kekuranglengkapan maleri peraturan  perundang-undangan
dapat dilihat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 38 Tahun
1999. Kedua pasal ini hanya mengatur pengawasan OPZ dalam
bentuk Badan Amil Zakal, yakni organisasi pengelolaan zakal
milik pemerintah. Padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 6
dan Pasal 7, OPZ terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakal (LAZ). Dengan ketentuan semacam ini
dapat dipahami bahwa kewajiban pengawasan hanya berlaku
untuk  BAZ  saja. Pasal 20  juga  menunjukkan
kekuranglengkapan suatu peraturan  perundang-undangan.
Pasal 20 mengatur tentang parlisipasi  publik  dalam
pengawasan terhadap OPZ. Menurul peneliti, ketentuan Pasal
20 masih bersifat umum dan tidak jelas karena belum mengatur
secara detail bagaimana bentuk partisipasinya, dalam wilayah
apa saja publik dapat melakukan pengawasan, apa sajakah hak
dan kewajiban publik dalam melakukan pengawasan OPZ serta
bagaimana jika OPZ tidak mau terbuka terhadap pengawasan
publik. Disamping itu, pengaturan mengenai distribusi
(pendayagunaan) zakat yang merupakan pilar  utama
pemberdayaan zakat belum dialur secara pasti. Pasal 16 ayat (1)
UU No. 38 Tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1) Keputusan Dirjen
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291

" Romli Atmasasmita, Reformesi Hukum, Hok Asasi Manusia dan Penegakan
hukumt, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hal.11.
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Tahun 2000 hanya memberikan ketentuan bahwa zakat
didayagunakan untuk muslahiq sesuai dengan ketentuan
agama (Islam). Kelentuan semacam ini menurut peneliti
bersifat umum (inujmal) dan menimbulkan multi tafsir, karena
dalam kenyataannya terjadi perbedaaan pendapat ahli agama
berkaitan dengan distribusi (pendayagunaan) zakat untuk
mustahik. Seharusnya pengaturan sesuai dengan ketentuan
agama (Islam) dijabarkan lagi pengaturannya dalam pasal-
pasal berikutnya, schingga besaran bagian dana zakat untuk
masing-masing mustahik lebih jelas dan pasti, termasuk juga
untuk amil dan kebutuhan operasional zakat. Dengan
pengaturan seperti itu maka amil (organisasi pengelolaan
zakat) tidak boleh menggunakan dana zakat untuk amil dan
operasional zakat melebihi bagiannya. Regulasi yang demikian
akan memudahkan dalam pengawasan terhadap OPZ.
Sedangkan beberapa kelemahan yang ada misalnya
ketentuan Pasal 18 ayat (1): “Pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur
pengawas sebagaimana dimaskud dalam Pasal 6 ayat (5)".
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap OPZ
dilakukan oleh unsur pengawas yang berasal dari internal OPZ
itu sendiri. Permasalahannya adalah apakah dapat efeklif
sebuah pengawasan dilakukan oleh bagian internal dalam
suatu OPZ. Apalagi, kelentuan secara rinci mengenai hak dan
kewajiban, kewenangan, kedudukan unsur pengawas, kriteria
seseorang yang dapat diangkat menjadi pengawas dan
pemilihan personalia pengawas menjadi kewenangan siapa
belum diatur, maka pengawasan yang dilakukan oleh unsur
pengawas internal menjadi tidak efektif. Demikian juga dengan
Pasal 18 ayat (4): “Dalam hal pemeriksaan keuangan badan
amil zakat, unsur pengawas dapal meminta bantuan akuntan
publik”. Istilah “dapat” berarti sebuah pilihan boleh dilakukan
atau boleh tidak dilakukannya sesuatu. Dalam hal ini unsur
pengawas boleh meminta bantuan atau tidak meminta bantuan
akuntan publik. Ketentuan seperti ini tidak dapat memberikan
kepastian hukum, karcna bagi yang melaksanakan ketentuan
maupun tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak ada
bedanya. Padahal, dana zakat merupakan dana publik yang
harus  dipertanggungjawabkan penggunaannya  sehingga
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pengelolaannya harus memenuhi prinsip akuntabilitas., Oleh
Karena itu  scharusnya  perlu diatur  kewajiban  untuk
menggunakan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan
Orz.

Kedua, sublansi peraluran purunclang-undangnn tumpang
tindih satu sama lain. Sebagaimana yang telah diuraikan di
atas, kewajiban  memberikan laporan  tahunan hanya
dibebankan kepada BAZ (Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 38
Tahun 1999 dan Pasal 17 Keputusan Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000).
Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 31 Keputusan Menteri
Agama RI No. 373 Tahun 2003, pengawasan dalam bentuk
pelaporan  diwajibkan kepada BAZ dan LAZ Begitu juga
ketentuan tentang pihak-pihak yang harus diberi laporan
lahunan terjadi tumpang tindih. UU No. 38 Tahun 1999
mengatur bahwa BAZ harus memberikan laporan tahunan
kepada DPR/DPRD sesuai dengan tingkatannya (Pasal 19),
Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji No. D/291 Tahun 2000 mengamatkan agar OPZ
memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai
dengan tingkatannya, sedangkan Keputusan Menteri Agama RI
No. 373 Tahun 2003 mewajibkan BAZ memberikan laporan
tahunan kepada pemecrintah dan DPR/D  sesuai dengan
tingkatannya.

Ketiga, masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan
antara fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Faktor ketiga
ini menurut peneliti berkaitan dengan tata kelola OPZ.
Ketentuan mengenai pengawasan dan personal pengawas
dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat tidak
jelas tentang kriteria seseorang yang dapat diangkat menjadi
pengawas, siapa yang berhak mengangkat dan
memberhentikan pengawas, bagaimana hubungan pengawas
dengan unsur pertimbangan dan unsur pelaksana. Dengan
tidak adanya ketentuan seperti itu  menjadikan  OPZ
menentukan sendiri tata cara pengawasan sesuai dengan
kemauannya, schingga berdampak tidak efektifnya regulasi
pengawasan OPZ dalam peraturan perundang-undangan
pengelolaan zakat.
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Pertany asan O angat penting sebagad Tang kol preventil
untuk n‘u-n.v,luml.m penvelewenyan dana sakoat dan bt b
kot vang Hidak tepat sasaran ol alan meningbathan
dava puna dan hasdl pona sakat, Pengawasan feesehat
hendaknva - berpijak pada prinsdp - manajeme OFpan
mederen, selingea pengawasan OFS dilakenkan mualat dari
PEIOIEINANT, - pengorpaniasian, - dan pelaksanaan prrogm,
Akan tetapt dengan adanva kelenalan Lekurangleng lapan
dan tumpany, tidihnya vepulast peagaawasan yany, diebuthan
Jdiatas, dapat menyvebablan ketentuian peagawasan t W tdalk
cfehtit berlaku, Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti tertarik
untuk membahasnya dalom tesis vang begpaduls “Pengavasan
Organisasi Penpelolaan Zakat Dalam Rangka Peninglatan
Hasil Guna Dan Daya Guna Zakat”

1.2 Rumusan Masalah

Didalam memilil masalah, maka scorang, peneliti haras
dapat mengidentitikasihan  peesoalan vangy menural
pendapatovaadalah - benar, - Biasanya - Reileria - yang,
dipergunakan untuk - memilihe masalah menckup - perhatian
pribadi peneliti, kegunaan penelitian: maupun kemampuan
peneliti untuk menangani penelitian yang, akan dilakokan it

Oleh Karena itu berdasarkan uratan latar belakong, diatas,
maka rumusan masalah vang, akan peneliti analisis adalah
sebagai berikul,

. Apakah  Kelentuan mengenal - pengawasan - Organisasi
Pengelolaan Zakat sesuai denpan asas kepastiaon hukuny
vang diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1900
tentang, Pengelolaan Zakat ?

2. Bagaimana  scharusnva repulasi pengawvasan - Orpanisasi
Pengelolaan Zakat agar dapal meningkatkan hasil puna dan
dava guna zakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatw penelition tentu memiliki tujuan sebapai upava
untuk pengembangan keilmuan, Berkaitan dengan teori ilmu

" qQ -3 ‘ 1 \ 4
Soerjono Sockanto, Penganttar Penelition ko, Universitas Tndonesia Pross
Jakarta, 1956 hal. 114
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hukum yang berguna untuk suatu kegunaan kemasyarakatan,
maka penclitian tentang, hukum berguna untuk memberikan
ala hukum dalam masyarakat, sekaligus

pemahaman suatu gej
nyelesaikan

sebagai problem solving atau penyelesaian untuk me
permasalahan  hukum. Dalam tesis ini, tujuan penelitian

dikaitkan dengan obyek studi, yang terdiri atas tujuan umum

dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang dicapai dalam
penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu cara untuk
mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum
Zakat, khususnya tentang regulasi pengawasan Organisasi

Pengelolaan Zakat.

penelitian  dan

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini

adalah sebagai suatu implementasi atas adanya pembahasan

rumusan permasalahan yaitu:

1. Menganalisis apakah ketentuan pengawasan Organisasi
Pengelolaan Zakat sesuai dengan asas kepastian hukum
yang diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat.

2. Memberikan preskripsi tentang regulasi pengawasan
Organisasi Pengelolaan Zakat agar dapat meningkatkan

hasil guna dan daya guna zakat.

1.4 Manfaat Penelitian
Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat

berupa sumbangan pemikiran bagi kepentingan leoritis
maupun praktis, yang terdiri:

1.4.1 Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penulisan tesis ini
adalah :

1. Dapat memperkaya khasanah keilmuan dan pengetahuan di
bidang hukum Islam, khususnya tentang pengawasan
Organisasi Pengelolaan Zakat untuk penulis, praktisi
pengelolaan zakat di Indonesia dan dunia pengetahuan.

1]
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2. Adanya kritik dan masukan terhadap regulasi pengawasan
Organisasi Pengelolaan Zakat bagi cksekutil dan legislatif
dalam membual peraturan perundang-undangan tentang,
pengelolaan zakal di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian dan
penulisan tesis ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat undang-
undang dalam menyusun peraturan perundang-undangan
yang mengatur aspek hukum pengelolaan zakat di Indonesia,
khususnya tentang pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat.

L5 Metodologi Penelitian

Dalam  melakukan = suatu  penelitian  ilmiah  harus
menggunakan  metodologi, karena salah satu ciri khas
pengetahuan  yang ilmiah adalah dengan menggunakan
metodologi™. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode”
yang berarti “jalan ke”.'"* Kamus Besar Bahasa Indonesia,'”
mengartikan metodologi sebagai ilmu tentang metode atau
uraian tentang metode. Menurut Johnny Ibrahim,'s metode
berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana
lertentu, menempuh jalan tertentu untuk mencapai tujuan yang,
artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan, langkah-
langkah yang diambil harus jelas serta ada pembalasan tertentu
untuk  menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak
terkendali. Metodologi pada hakikatnya memberikan pe
tentang cara-cara scorang ilmuwan mem

doman
pelajari, menganalisis
dan memahami penyelesaian persoalan yang dihadapinya."

"% Poedjawijatna, Taliu da Pengetaliian, Rinek
** Soerjono Soekanto, op cit, hal. 5

Y Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina
departemen Pendidikan dan Kebudaya
Pustaka, Jakarta, 1996, hal. 653

* Johnny Torahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia,
Malang, 2005, hal. 240

" Saifur Rahman, Pengeloloan Zakat Menurut UU No 38 Talun 1999 Dalam

Upaya Menbangun Ekonomi Kerakyatan, Tesis pada Program Magister 1lmu
Hukum Unej, 2007, hal.11

a Cipta, Jakarta, 2004, hal.25

an dan Pengembangan Bahasa
an, Kanius besar Bahasa Indonesia, Balai
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Dari sudut tujuannya, penelitian hukum terdiri dari dua
litian hukum normatif dan penelitian hukum

macam, yaitu pene
W Metode penelitian hukum normatif

sosiologis atau empiris.

muat uraian yang berisi beberapa hal vaitu : tipe
pendekatan masalah, bahan hukum, pengumpulan
an pengolahan dan analisa bahan hukum.”!

harus me
pvm-litinn,
bahan hukum, d

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan
penelitian normatif. Sebagai suatu konsckuensi pemilihan topik
yang obyeknya

tesis ini adalah  tipe

permasalahan yang dikaji dalam penelitian
adalah permasalahn hukum, penelitian ini akan difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

vang terdapat dalam peraturan pcrundang-undangnn.

1.5.2 Pendekatan Masalah
Suatu pendekatan (approach) yang, digunakan dalam suatu

penelitian normati memungkinkan scorang  peneliti untuk
memaniaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan
ilmu-ilmu vang berbeda untuk kepentingan dan analisis serta
cksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum
sebagai ilmu normatif.” Penelitian ini menggunakan berbagai
pendekatan yang antara satu dengan lainnya saling terkait dan
menunjang. Pendekatan masalah yang, dimaksud terdin atas:

1. Pendekatan  perundang-undangan  (statute approach),
dilakukan dengan mengka)i berbagai aturan hukum yang,
mengatur tentang, pengawasan |t'l‘l‘ll".’l}".| Pcn}l‘p'uldan zakat,
yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, Keputusan 'residen RIE Nomor 8 Tahun
2001 tentang  Badan  Amul Zakat Nasional, Keputusan
Menteri Agama Rl Nomor 373 Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan
lslam dan Urusan Hap Nomor D291 Tahun 2000 tentang
pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

2 Soerjono Sockanto, opr o hal 51
" Johnny Ibrahim. op cit, hal 240
2 Johnny Ibrahim, thid, hal 240
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Pendckatan konseptual (conceptual approach), vaitu dilakukan
dengan merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini
dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana
ataupun doktrin-doktrin hukum.” Pendekatan ini berguna
untuk memudahkan  pemahaman alur berfikir peneliti.
Karena pendekatan ini digunakan untuk megetahui makna
yang terkandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam
perundang-undangan  secara konsepsional  schingga
diharapkan adanya konsistensi penormaannva dalam aturan
hukum.

Pendekalan historis (historical approach). Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara
integral, bahwa hukum yang berlaku saat ini dan hukum
pada masa lampau merupakan suatu  kesatuan yang
berhubungan crat, sambung menyambung dan tidak putus
sehingga dikatakan bahwa hukum vang berlaku saat ini
dapat dipahami dengan mempelajari sejarah hukum.
Mengingat tata hukum yang berlaku sckarang mengandung
anasir-anasir dari lata hukum yang silam dan membentuk

tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan
datang.**

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

dan penulisan tesis ini terdiri atas:

1.

Bahan hukum primer (primary law material), vaitu bahan
hukum vang bersifal uufur:'tm{f, artinva nwmpun}'ai
otoritas, vang terdiri dari peraturan pvrumlnny,-undnngan
yang mengatur tentang pengawasan lembaga pengelolaan
zakat.  Bahan hukum primer vang digunakan dalam
penulisan tesis ini adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Presiden Rl
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional,
Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 373 Tahun 2003
tentang  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan  Direktur

'Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hikuon, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 138

“Johnny Ibrahim, op ¢if, hal.319
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Jendral Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291

Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan
hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang
ditulis oleh para ahli hukum yang kompeten, jurnal-jurnal
hukum, pendapal para ahli dan hasil simposium mutakhir
yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum  yang
memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan dari
internet yang tidak bersifat autoritatif dan lain-lain yang

berkaitan dengan topik penelitian.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang tepat, efektif

dan efisien menentukan jawaban atas isu hukum yang
dihasilkan. Metode pengumpulan bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.

Studi Peraturan Perundang-undangan

Studi Peraturan Perundang-undangan merupakan upaya
untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dipergunakan untuk mencari konsepsi,
teori, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaiatan
dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Studi
kepustakaan dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan
menelaah karya ilmiah, buku literatur termasuk majalah-
majalah yang berkaitan dengan pengawasan lembaga
pengelolan zakat.

15
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1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Menurut  Hans  Kelsen,™ analisa hukum  adalah  suatu

analisis tentang struktur hukum posilif, yvang dilakukan se-

cksack mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat

elik atau politik mengenai nilai. Schinggea analisis hukum

scharusnya hanva dengan pertimbangan murni hukum. Dalam

penelitian tesis ini analisis bahan hukum dilakukan dengan dua

tahapan sebagai berikul.

M

Mengolah  bahan  hukum  yang telah  dikumpulkan,
kemudian disusun sccara sistematis dan terarah dengan
menggunakan melode preskriptif vaitu setiap analisa akan
dikembalikan pada norma hukum, karena alat ujinya adalah
norma hukum berdasarkanvlogika deduksi.

Hasil analisa di atas kemudian ditarik ke dalam suatu
kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan
permasalahan atau isu hukum yang diajukan. Meskipun
tidak menghasilkan asas hukum/teori hukum yang baru,
lapi setidaknya menghasilkan konsep yang baru untuk
memberikan peskripsi terhadap isu yang diajukan.?

* Jimly Asshiddigic dan M. Ali Safa’at, Dari Hans Kelsen Teuntang Hukum

Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Rl Jakarta, 2006
hal.43 ' ' '

* Peter Mahmud Marzuki, op cit, hal.296
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Kesesuaian  Ketentuan  Pengawasan  Organisasi
Pengelolaan Zakat dengan Asas Kepastian Hukum.
Asas pengelolaan zakal diatur dalam Pasal 4 Undang-
undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat:
“Pengelolaan  zakat berasaskan iman dan takwa,
keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Ketentuan di atas menyebutkan bahwa salah satu asas
yang dijadikan dasar dalam pengelolaan zakat adalah
kepastian hukum."” Ketentuan ini berarti berlaku pula dalam
pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat sebagai salah satu
unsur pengelolaan zakat. Mengenai asas kepastian hukum,
Saifur Rachman'™ menyatakan bahwa paradigma kepastian
hukum merupakan konsekuensi dari tradisi Eropa kontinental
(crvil law) dengan madzhab legisme, yang mengharuskan
hukum harus tertulis. Menurut madzhab ini, konsep hukum

" Ketentuan asas kepastian hukum sesuai dengan amanat Pasal 6 huruf 1 UU
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
“Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung  asas (a)
pengayoman, (b) kemanusiaan, (¢) kebangsaan, (d) kekeluargaan,  (e)
Kenusantaraan, (1) bhincka tunggal ika, (g) keadilan, (h) kesaman kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan, (i) ketortiban dan Kepastian hukum, dan
atau (j) kescimbangan, keserasian, dan keselerasan. Dalam penjelasannya,
yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa
setiap - materi muatan  peraturan perundang-undangan  harus dapat

menimbulkan - ketertiban - dalam masyarakat  melalui jaminan adanya
Kepastian hukum.

'™ Saifur Rahman, op. cit,, hal.90
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identik dengan undang-undang. Tidak ada hukume di i
undang-undanyg, Satu-satunya sumber hukum adalalhy undany,
undang. Konschuensi dari aliran ini yang dinamakan kepastian
hukum hanyalah dalam bentuk tertulis, semua yang tidak
tertulis tidak dianggap pasti.

Asas kepastian hukum dalam pengawasan Organisasi
Pengelolaan Zakat harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, Mengenai hal ini, Bernard Ariel Sidharta”
memberikan liga catatan atas hubungan kepastian hukum
dengan falsafah negara. Pertama, negara "ancasila adalah
negara hukum, artinya semua penggunaan kekuasaan harus
ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-balas yang,
ditetapkan olch hukum. Kedua, negara Pancasila adalah negara
demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan negara selalu
terbuka bagi partisipasi rakyalnya. Keliga, negara Pancasila
yang dicita-citakan adalah negara hukum yang berdasarkan
asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahtleraan
keadilan.

Untuk mewujudkan negara hukum di atas diperlukan
tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan
peraturan  perundang-undangan. Tertib  pembentukan
peraturan perundang-undangan harus dirintis  sejak  saal
perencanaan sampai  dengan pengundang-undangannya.
Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik
diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem,
asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan
maupun pemberlakuannya.

Mencermati materi  peraturan  perundang-undangan
tentang pengawasan terhadap organisasi pengelolaan zakal
dan pengelolaan zakat yang berkaitan dengan pengawasan
terhadap organisasi pengelolaan zakat mulai dari UU No. 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri
Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakal Islam dan Urusan
Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tenlang Pedoman ‘Teknis

% Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta, Filsafat Hukion Madzhal dan
Refleksinya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989, hal.48
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Pengelolaan Zakat masih terdapat norma vang, lidak konsisten
schingga  tdak  dapat - memenahi asas Kepastion hukum,
Beberapa ketentuan pasal vang, demikian penulis kelompokkan
dalam dua Kategort vakni Ketentuan pasal vang, secara spesitik
mengatur pengawasan lerhadap organisasi pengelolaan zakal
dan Ketentuan pasal vang, secara umum mengatur pengelolaan
zakal akan tetapi berkaitan langsung, dengan pengawasan

terhadap organisasi pengelolaan zakat,

4 L1 Ketentuan Pasal yang Spesifik Mengalur Pengawasan
Terhadap Organisasi Pengelolaan Zakal.

Beberapa kelentuan Pasal yang, secara spesitik (Khusus)
mengatur - lentang, pengawasan lerhadap organisasi
pengelolaan zakal yang, lidak konsisten adalal sebagai berikut.
Pertama, Ketentuan yang mengatur tentang, obvek pengawasan
(OPZ). Pasal 18 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tenlang
Pengelolaan Zakat menyatakan :

(I) Pengawasan lerhadap  pelaksanaan tugas badan amil
zakat dilakukan oleh unsur pengawas  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.

(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua kegiatan badan
amil zakal.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil
zakal, unsur pengawas dapal meminta bantuan akuntan
publik

Dan, Pasal 19 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang,
Pengelolaan Zakat menyatakan :

“Badan  Amil Zakal memberikan  laporan  tahunan

pelaksanaan  tugasnyva  kepada Dewan Perwakilan

Rakyat  Republik  Indonesia  alau kepada Dewan

Perwakilan Rakyal  Dacrah sesuai dengan

tingkatannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di alas, pengawasan
Oganisasi Pengelolaan Zakat (OI'Z) hanva terhadap Badan
Amil Zakal saja, yakni organisasi pengelolaan zakat vang
dibentuk dan dimiliki pemerintah. Ketentuan ini bertentangan
dengan Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 38 Tahun 1999 tentang
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Pengelolaan Zakat yang mengatur bahwa OPZ terdiri dari dua
macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil
Zakat (LAZ). Dengan kelentuan semacam ini dapat dipahami
bahwa kewajiban pengawasan hanya berlaku untuk BAZ saja.
Padahal berdasarkan Pasal 8 UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat antara BAZ dan LAZ mempunyai tugas
pokok yang sama yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Di
samping itu menurut ketentuan Pasal 9 UU No. 38 Tahun 1999
tentang  Pengelolaan  Zakat yang berbunyi : “Dalam
melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakal dan Lembaga Amil
Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan
tingkatannya.” Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut,
antara LAZ dan BAZ mempunyai tugas pokok dan tanggung
jawab yang sama sehingga dalam hal pengawasan pun
seharusnya perlu regulasi yang proporsional sesuai dengan
karakteristik masing-masing.

Walaupun UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat tidak mengatur pengawasan terhadap Lembaga Amil
Zakat (LAZ), akan tetapi justeru Keputusan Menteri Agama
Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun
1999 tenlang  Pengelolaan Zakat mengatur pengawasan
terhadap BAZ dan LAZ. Pasal 31 Keputusan Menteri Agama
Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakal mengatur bahwa Badan Amil
Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan
laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah
sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun.

Pengaturan tentang pengawasan lerhadap OPZ di dalam
Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Zakat juga kontradiktif dengan Keputusan
Menteri di atas. Keputusan Dircktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji ini sama dengan UU No. 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan  Zakat, yakni regulasi
pengawasan hanya terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) saja.
Pasal 17 ayat (1) Keputusan Dircklorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000
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tentang,  Pedoman Teknis - Pengelolaan Zakat Dberbunyi
“Pengawasan terhadap Badan Amil Zakal dilakukan seccara
internal oleh komisi Pengawas Badan Amil Zakat di semua
lingkatan, dan  sccara external  oleh pemerintah  dan
masyarakal.” Dan, Pasal 18 ayal (2) berbunyi : “Badan Amil
Zakal memberikan laporan tahunan  pelaksanaan  tugasnya
kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai
dengan tingkatannya.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa regulasi tentang
pengawasan terhadap organisasi pengelolaan zakat anlara yang
diatur  dalam Undang-undang  dengan peraturan
pelaksanaannya  bersifat kontradiksi dan tumpang tindih.
Dalam kondisi yang demikian berlaku asas lex superior derogat
legi inferiori. Menurut asas ini, apabila terjadi pertentangan
antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis
lebih rendah dengan yang lebih linggi, peraturan perundang-
undangan vang hierarkinya lebih rendah tersebut harus
disisihkan."® Dengan demikian ketentuan dalam Undang-
undang vang dipakai sebagai dasar hukum. Sebagaimana
uraian di atas, pengawasan terhadap organisasi pengelolaan
zakal yang diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat hanya berlaku untuk BAZ saja. Ketentuan
seperti  ini menunjukkan kekuranglengkapan peraturan
perundang-undangan, karena berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7
UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang
mengatur bahwa OPZ terdiri dari dua macam yakni Badan
Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kedua, ketentuan yang mengalur tentang peran serta
publik dalam pengawasan OPZ. Pasal 20 UU No. 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi : “Masyarakat
dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan
lembaga amil zakat”. Penjelasan pasal ini mengatur bahwa
peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang
dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;

b. menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil
Zakat atau Lembaga Amil Zakat;

0 Poter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukuni, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 99
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c. memberikan laporan atas terjadinya  penyimpangan
pengelolaan zakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi publik ini
hanya diatur dalam Keputusan Dircktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Zakat, sedangkan
Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkedudukan
langsung di bawah Undang-undang pengelolaan zakat tidak
mengatur masalah tersebut.

Pasal 17 ayat (6) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat berbunyi
“Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi
dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap
kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat”.

Berdasarkan ketentuan dua pasal di atas menunjukkan
bahwa pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam
pengawasan OPZ hanya meliputi dua hal yakni bentuk peran
serta masyarakat yang berupa memperolch informasi,
menyampaikan saran dan pendapat, memberikan laporan atas
terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat (ketentuan Pasal
20 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta
penjelasannya) dan representasi masyarakat dalam melakukan
pengawasan (ketentuan Pasal 17 avat (6) Keputusan Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor
D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat).

Ketentuan seperti di atas menunjukkan ketidakkonsistenan
dan  kekuranglengkapan  sualu  peraturan  perundang-
undangan. Ketidakkonsistenan suatu peraturan perundang-
undangan ditunjukkan dengan adanya pengaturan mengenai
partisipasi publik tidak diatur dalam seluruh peraturan
perundang-undangan tenlang pengelolaan zakat. Keputusan
Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan
UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakal yang
merupakan peraturan pelaksanaan yang berkedudukan
langsung di bawah UU pengelolaan zakat seharusnya juga
mengatur tentang  partisipasi  publik dalam  pengawasan
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organisasi pengelolaan zakat. Sedangkan kekuranglengkapan
suatu peraturan perundang-undangan  ditunjukkan  dengan
belum adanva pengaturan tentang hak dan kewajiban publik
dalam melakukan pengawasan OPZ, perlindungan hukum bagi
masyarakal yvang melakukan pengawasan OPZ, pihak-pihak
vang berwenang  menerima  laporan  atas  penyimpangan
pengelolaan OPZ dan bagaimana jika OPZ tidak mau terbuka
terhadap pengawasan publik.

Ketiga,  pengaturan  tentang  pihak-pihak  yang
berwenang  melakukan  pengawasan.  Ketentuan  mengenai
pihak-pihak yvang berwenang melakukan pengawasan terhadap
organisasi pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :

I. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999
lentang  Pengelolaan  Zakat:  “Pengawasan  terhadap
pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur
pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)”.
Unsur pengawas yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
adalah unsur pengawas yang merupakan salah satu
organisasi badan amil zakat selain unsur pertimbangan dan
unsur pelaksana.

2. Pasal 20 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat:
“Masvarakat dapat berperan serta dalam pengawasan
badan amil zakat dan lembaga amil zakat".

3. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Menteri

Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU
No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal-pasal
tersebut mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan
wewenang komisi pengawas di semua tingkatan badan
amil zakat, yaitu :

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan
zakat.

b.menunjuk  akuntan  publik  untuk melakukan audit
pengelolaan keuangan.

Point b ini tidak berlaku untuk Komisi Pengawas Badan

Amil Zakat Daerah Kecamatan.

4. Pasal 17 ayat (1) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun

2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat:
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“Pengawasan terhadap Badan Amil Zakat dhilakukan secara
internal oleh Komisi Pengawas Badan Amil Zakat di semuaa
tingkatan, dan secara external oleh pemerintahe dan
masvarakal.”

Menurul uraian di atas, UL No, 38 Tahun 1999 tentang,
Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengawasan OPZ secara
internal dilakukan oleh unsur/badan pengawas,  sedanghan
pengawasan secara cksternal dilakukan oleh masyarakat. Di
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003
tentang  Pelaksanaan UU - No. 38 Tahun 1999 lentang,
Pengelolaan  Zakat,  pengaturan  pengawasan  OPZ hanya
dilakukan secara internal oleh badan pengawas. Sedangkan
Keputusan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tenlang Pedoman
Teknis Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengawasan Orz,
dilakukan sccara internal oleh komisi pengawas, dan secara
cksternal oleh pemerintah dan masyarakat,

Uraian di atas menunjukkan bahwa terjadi adanya
kontradiksi dan tumpang tindih dalam pengaturan pihak-pihak
yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Or7Z antara
yang diatur dalam  Undang-undang dengan  peraturan
pelaksanaannya. Dalam kondisi yang, demikian berlaku asas lex
superior derogat legi inferiori. Menurul asas ini, apabila terjadi
pertentangan  antara peraturan pvrund.mg—undnn;;nn yang
socara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih  tinggi,
peraturan perundang-undangan yany, hicrarkinya lebih rendah
tersebut harus disisihkan.'! Dengan demikian ketentuan dalam
Undang-undang yang dipakai scbagai dasar hukum. Di dalam
UU No. 38 Tahun 1999 tentang, Pengelolaan Zakat telah diatur
bahwa pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan
terhadap OPZ adalah unsur/badan pengawas (internal) dan
masyarakat (cksternal).

Ketentuan yang mengatur bahwa pengawasan terhadap
OPZ secara cksternal hanya dilakukan oleh masyarakat saja
menunjukkan  Undang-undang  tersebul  tidak  konsisten.
Berdasarkan Pasal 3 UU No. 38 Tahun 1999 lenlang
Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pemerintah berkewajiban

1 Peter Mahmud Marzuki, ibid, hal99
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memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada
muzakki, mustahiq dan amil zakal. Fungsi pemerintah sebagai
pelindung, pembina dan pelayanan khususnya kepada amil
zakal tersebut tentu akan dapat berjalan efektif apabila
pemerintah  diberikan  ruang untuk dapat melakukan
pengawasan lerhadap OPZ. Tanpa adanya kewenangan
pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap OPZ tidak
mungkin pemerintah akan dapat memerankan fungsi-fungsi
tersebut secara optimal. Menurut Sjechul Hadi Poermono'?
zakat itu bukanlah satu tugas kewajiban yang diserahkan
kepada perscorangan, akan tetapi ia merupakan tugas
kenegaraan. Pemerintah harus mengurusi, mengawasi, dan
mengangkat para amil yang mengelola zakat, baik sebagai
pemungut, penvimpan, penata buku maupun sebagai distribusi
(distributor). Di samping itu, kedudukan pemerintah lebih
terpercaya dan berwibawa daripada badan lain atau
perseorangan dalam pengeolaan zakat.'" Sehingga apabila
pemerintah diberikan kewenangan dan berperan aktif dalam
melakukan  pengawasan terhadap OPZ maka akan
menyebabkan pengawasan terhadap OPZ menjadi lebih efektif.

Akibatnya akan berdampak pada hasil guna dan daya guna

zakat semakin meningkat.

Keempat, ketentuan tentang tata cara atau mekanisme
pengawasan. Ketentuan pasal-pasal yang mengatur tata cara
atau mekanisme pengawasan terhadap OPZ adalah sebagai
berikut :

1. Pasal 18 ayat (4) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakal: “Dalam hal pemeriksaan keuangan badan amil
zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan
publik”.

2. Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Keputusan
Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji :

a. Ayat (2) : "Ruang lingkup pengawasan meliputi
pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil

" Sjechul Hadi Poermono, Penmerintal Republik Indonesia Sebagai Pengelola
Zakat, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hal .4
""" Sjechul Hadi Poermono,ibid, hal. 154
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Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

serta prinsip-prinsip syariah”.

b. Ayat (3) : “Dalam hal komisi pengawas melakukan
pemeriksaan  keuangan  badan amil  zakat dapat
meminta bantuan akuntan publik”.

¢. Ayal (4) : “Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap
rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja
pada tahun berjalan dan setelah tahun buku terakhir”.

d. Ayat (5) : Hasil pengawasan disampaikan kepada badan
pelaksana dan dewan pertimbangan untuk dibahas
tindaklanjutnya, scbagai bahan pertimbangan atau
scbagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi
pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, tata cara atau
meckanisme pengawasan lerhadap OPZ hanya mengatur
tenlang, :

I. Bantuan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan
badan amil zakat.

2. Ruang lingkup pengawasan

Obyck pengawasan

4. Tindak lanjut hasil pengawasan

i

Ketentuan pasal-pasal yang mengatur tata cara atau
mekanisme pengawasan terhadap OPZ diatas menunjukkan
ketidakpastian dan kekuranglengkapan ketentuan peraturan
perundang-undangan.  Ketidakpastian  ditunjukkan  pada
ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat: “Dalam hal pemeriksaan keuangan badan
amil zakat, unsur pengawas dapal meminta bantuan akuntan
publik” dan Pasal 17 ayat (3) Keputusan Dirjen Bimas Islam
dan Urusan Haji: “Dalam hal komisi pengawas melakukan
pemeriksaan  keuangan badan amil zakat dapat meminta
bantuan akuntan publik”. Istilah “dapat” dalam kedua pasal
tersebut berarti boleh." Boleh dapat dipahami sebagai sebuah
pilihan, boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukannya
sesuatu. Dalam ketentuan ini unsur pengawas boleh meminta
bantuan atau boleh tidak meminta bantuan akuntan publik.
Ketentuan seperti ini tidak dapal memberikan kepastian

" Darvanto, op. cit, hal. 153
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hukum, karena bagi unsur pengawas yang meminta bantuan
akuntan publik maupun yang tidak meminta bantuannya
dalam hal pengawasan terhadap OPZ tidak ada bedanva.
Padahal, dana zakat merupakan dana publik yang harus
dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga
pengelolaannya harus memenuhi prinsip akuntabilitas.
Sedangkan kekuranglengkapan ketentuan peraturan
perundang-undangan ditunjukkan pada hal-hal sebagai berikul

1. Kelentuan mengenai OPZ yang diawasi yakni badan amil
zakat (BAZ) saja, padahal sebagaimana ketentuan pasal-
pasal sebelumnya OPZ tidak hanya BAZ akan tetapi juga
Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ketentuan seperti ini akan
berdampak pada pengawasan terhadap Lembaga Amil
Zakat (LAZ) menjadi tidak optimal.

2. Ketentuan tentang tata cara atau mekanisme sobyek
pengawasan OPZ hanya mengatur komisi pengawas badan
amil zakal (pengawas internal). Berdasarkan ketentuan
Pasal 17 ayat (1) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun
2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat,
pengawasan BAZ secara internal oleh Komisi Pengawas
BAZ di semua tingkatan, dan sccara external oleh
pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan
tersebut seharusnya perlu juga diatur tentang tata cara
pengawasan terhaddap OPZ oleh pemerintah dan
masyarakat. Tanpa adanya pengaturan yang jelas tentang,
hal ini, maka akan berdampak pada tidak optimalnya
pengawasan secara cksternal yang dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat. Padahal untuk menciptakan
organisasi pengelolaan zakat yang schat serta memiliki
hasil guna dan daya guna yang optimal perlu adanya
pengawasan pemerintah dan masyarakal.

Kelima, ketentuan tentang kewajiban OPZ memberikan
laporan tahunan. Subtansi peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang kewajiban OPZ memberikan laporan
tahunan tumpang tindih satu sama lain. Berdasarkan ketentuan
Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 38 Tahun 1999 dan Pasal 17
Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
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Haji No. D/291 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diuraikan
di atas, kewajiban  memberikan laporan tahunan hanya
dibebankan kepada BAZ. Akan tetapi ketentuan tersebut
berbeda dengan ketentuan Pasal 31 Keputusan Menteri Agama
Rl No. 373 Tahun 2003 vang mengatur bahwa pengawasan
dalam bentuk pelaporan diwajibkan kepada BAZ dan LAZ.
Begitu juga ketentuan tentang pihak-pihak yang harus diberi
laporan tahunan terjadi tumpang tindih. UU No. 38 Tahun 1999
mengatur bahwa BAZ harus memberikan laporan tahunan
kepada DPR/DPRD sesuai dengan tingkatannya (Pasal 19),
Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji No. D/291 Tahun 2000 mengatur agar OPZ memberikan
laporan  tahunan  kepada  pemerintah  sesuai  dengan
tingkatannya, sedangkan Keputusan Menteri Agama RI No. 373
Tahun 2003 mewajibkan BAZ memberikan laporan tahunan
kepada  pemerintah dan DPR/DPRD  sesuai  dengan
tingkatannva. Apabila mendasarkan pada asas lex supcerior
derogat legr mferiori maka memberikan laporan tahunan menjadi
kewajiban BAZ saja, sedangkan pihak-pihak yang harus diberi
laporan tahunan adalah DPR/DPRD. Ketentuan seperti ini tidak

konsisten dengan Pasal 3 dan Pasal 9 UU No. 38 Tahun 1999
tentang, Pengelolaan Zakat itu sendiri,

4.1.2 Ketentuan Pasal yang Tidak Mengatur Pengawasan
Organisasi Pengelolaan Zakat akan tetapi Berkaitan dengan
Pengawasan terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat

Pertama, ketentuan  tentang,  organisasi - OPZ,
Ketentuan Pasal-pasal yang mengatur susunan organisasi OPZ
adalah :
I. Pasal 6 ayat (5) UU No. 38 Tahun 1999: “Organisasi Badan
Amil  Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur
pengawas, dan unsur pelaksana”.
Pasal 10 UU No. 38 Tahun 1999: Ketentuan lebih lanjut
mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil
zakat ditetapkan dengan keputusan menteri”.

rJ

Ketentuan  mengenai susunan organisasi  Organisasi
Pengelolaan Zakat di atas hanya mengatur Badan Amil Zakat
saja. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003
tentang  Pelaksanaan  Undang-undang No. 38 Tahun 1999
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tentang Pengelolaan Zakat yang di dalamnya mengatur tentang,

sustnan organisasi OPZ dan di dalam Keputusan Direktoral

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urasan Haji No.

I )/291 Tahun 2000 tentang, Pedoman ‘Teknis Pengelolaan Zakal

ternyata juga hanya mengalur susunan organisasi Badan Amil

Zakalt saja.  Kelentuan  seperti - ini - tentu - menunjukkan

kekuranglengkapan suatu peraturan perundangan-undangan,

karena lembaga amil zakal yang jupa merupakan bentuk

Organisasi Pengelolaan Zakal, susunan organisasinya  tidak

diatur.  Kelentuan  yang  demikian  akan  menyebabkan

ketidakpastian lembaga amil zakal dalam menentukan susunan
organisasinya. Apabila suatu lembaga amil zakal menentukan
susunan organisasinya lerdiri dari tiga unsur yailu pembina,
pengawas dan pelaksana scbagaimana susunan organisasi BAZ
atau hanya terdiri dua unsur saja misalnya pembina dan
pengurus atau bahkan hanya lerdiri dari salu unsur saja
misalnya pengurus tidak akan melanggar ketentuan yang, ada.
Hal ini karena memang tidak ada suatu kewajiban bagi
lembaga amil zakat untuk menentukan susunan organisasinya
sama seperti BAZ. Kalau demikian regulasinya maka akan
dapat menimbulkan persoalan dalam hal pengawasan internal
apabila sebuah LAZ tidak menentukan unsur pengawas dalam
susunan organisasinya. Padahal pengawasan internal maupun
eksternal terhadap OPZ sangat penting untuk menghindari
adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan OPZ itu sendiri.
Kedua, ketentuan tenlang kriteria calon pengurus OPZ.

Ketentuan Pasal-pasal yang mengatur kriteria calon pengurus

OPZ adalah :

1. Pasal 6 ayat (4) UU No. 38 Tahun 1999: Pengurus Badan
Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakal dan pemerintah
yang memenuhi persyaratan tertentu. Penjelasannya, yang,
dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia,
dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan
persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah,
adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

2. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakal
Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
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a. Pasal 1 ayat (3): Calon pengurus Badan Amil Zakal
Nasional tersebul harus memiliki sifat  amanah,
mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan
berintegritas tinggi.

b. Pasal 2 ayat (3): Calon pengurus Badan Amil Zakat
Daerah Propinsi tersebut harus memiliki sifat amanah,
mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan
berintegritas tinggi.

c. Pasal 3 ayat (3): Calon pengurus Badan Amil Zakat
Dacrah Kabupaten/Kola tersebut harus memiliki sifat
amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi,
profesional, dan berintegritas tinggi.

d. Pasal 4 ayat (3): Calon pengurus Badan Amil Zakat
Kecamatan tersebut harus memiliki sifat amanabh,
mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional,
berintegritas tinggi dan mempunyai program kerja.
Ketentuan tentang kriteria calon pengurus diatas berarti

termasuk juga mengatur kriteria tentang calon personal unsur
pengawas dalam OPZ. Apabila dicermati, ketentuan diatas
menunjukkan kekuranglengakapan  suatu peraturan
perundang-undangan, yakni pengaturan kriteria calon
pengurus Badan Amil Zakat saja. Padahal berdasarkan Pasal 6
dan Pasal 7 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat
dan Lembaga Amil Zakat. Implikasi ketentuan seperti ini akan
mengakibatkan ketidakpastian bagi Lembaga Amil Zakat
dalam menentukan personal pengawasnya. Dengan tidak
adanya ketentuan seperti itu menjadikan LAZ menentukan
sendiri kriteria calon personal pengawas sesuai dengan
kemauannya, schingga berdampak tidak efektifnya regulasi
pengawasan OPZ dalam peraturan perundang-undangan
pengelolaan zakat.

Selain itu, ketententuan yang mengatur bahwa calon
pengurus harus memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi,
profesional, dan berintegritas tinggi masih bersifat umum dan
merupakan sesuatu yang ukurannya tidak jelas. Menurut
Satjipto Rahardjo', Ketentuan seperti itu dapat menyebabkan

"5 Satjipto Rahardjo, Imie Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 98
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cacat secara logis karena menimbulkan kemenduaan (ambigurty)
semantik vang disebabkan oleh perumusan secara open fextuoe
Dalam hai ini kata-kata dirumuskan demikian umum, sehingga
menimbulkan  kemenduaan dalam  penerapannva. Berbeda
dengan kemenduaan vang demikian itu adalah perumusan
\‘nng dilakukan secara terperinci.
| Ketiga, ketentuan tentang pengelolaaan zakat. Pasal |
angka 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan  Zakat  berbunvi:  “Pengelolaan  zakat adalah
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta
pendayagunaan zakat”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut,
pengawasan  terhadap  organisasi  pengelolaan  zakat
dititikberatkan pada tugas pokoknya vang dimulai dari
tahapan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
zakat. Namun demikian, apabila dicermati materi UU tentang
Pengelolaan Zakat maka fungsi pengawasan terhadap tiga
tugas pokok OPZ tidak akan dapat berjalan sccara
kompeherensip.  Hal ini  karena ketentuan pasal-pasal
berikutnya mengenai tugas pokok OPZ hanya mengatur
tentang pengumpulan zakat (Bab IV) dan pendayagunaan
zakat (Bab V). Walaupun misalnya dianggap bahwa
pendayagunaari meliputi juga pendistribusian maka secara
yuridis dan bahasa tetap tidak benar. Secara yuridis ketentuan
tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayvat 1 UU No. 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat dan secara istilah pengertian
antara pendistribusian dan pendayagunaan juga berbeda.
Pendistribusian menitikberatkan pada kegiatan menyalurkan
atau menyampaikan, sedangkan pendayagunaan bermakna
bukan sekedar menyalurkan akan tetapi bagaimana sesuatu
vang disalurkan atau disampaikan itu dapat menimbulkan nilai
(value). Dengan tidak diaturnva pendistribusian zakat sebagai
salah satu tugas pokok OPZ akan menyebabkan tidak adanya
mekanisme yang baku dan standart yang jelas mengenai
pendistribusian  zakal. Ketentuan  yang demikian akan
menyebabkan  pengawasan terhadap pendistribusian  zakat
tidak efektif.

Disamping itu, ketentuan mengenai pendistribusian dan
pendayagunaan zakat dan penerimaan lainnya seperti infaq,
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shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat yang merupakan

salah satu tugas utama pengelolaan zakat belum diatur secara

rinci. Ketentuan tersebut misalnya :

1

Zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan
ketentuan agama Islam (Pasal 16 ayat (1) UU No. 38
Tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1) Keputusan Dirjen
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291
Tahun 2000). Ketentuan semacam ini menurut peneliti
bersifat umum (mujmal) dan menimbulkan multi tafsir,
karena dalam kenyataannya terjadi perbedaaan pendapatl
para  ahli  fikih  berkaitan  dengan  distribusi
(pendayagunaan) zakat untuk mustahik. Seharusnya
pengaturan sesuai dengan ketentuan agama (Islam)
dijabarkan lagi pengaturannya dalam pasal-pasal
berikutnya, sehingga besaran bagian dana zakat untuk
masing-masing mustahik lebih jelas dan pasti, termasuk
juga untuk amil dan kebutuhan operasional zakat.
Dengan pengaturan seperti itu maka amil (organisasi
pengelolaan zakat) tidak boleh menggunakan dana zakat
untuk amil dan operasional zakat melebihi bagiannya.
Regulasi yang demikian akan memudahkan dalam
pengawasan terhadap OPZ.

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris
dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha yang
produktif (Pasal 17 UU No. 38 Tahun 1999 dan Pasal 14
ayat (6) Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000). Berdasarkan
pendapat umum ahli fikih hasil penerimaan selain zakat
seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat
pendistribusiannya lebih longgar sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan masyarakat, tidak seperti zakat yang telah
diatur secara pasti berdasarkan nash Al Qur’an untuk
delapan ashnaf. Namun demikian apabila ketentuannya
seperti diatas dapat menyvebabkan kelonggaran vang
berlebihan bagi OPZ dalam pendistribusian dan
pendayagunaan penerimaan non zakat. Dengan demikian
maka pengaturan antara sesuatu yang dapat
dimanfaatkan oleh OPZ dan yang harus disalurkan
kepada pihak-pihak yang berhak menerima harus jelas.
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Bagaimanapun keinginan orang perscorangan atau badan
hukum yang mempercayakan infaq, shadaqgah, hibah,
wasial, waris dan kalaral kepada OPZ adalah agar dapal
dimanfaatkan scbesar-besarnva bagi masyarakat yang,
berhak menerimanya. Akan tetapi di sisi yang lain untuk
dapat memanfaatkan scbesar-besarnya infaq, shadagah,
hibah, wasiat, waris dan kafarat, organisasi pengelolaan
zakat juga membutuhkan biaya operasional yang
memadai.

Berdasarkan paparan di atas, ditemukan bahwa
peraturan perundang-undangan yang mengatur pengawasan
terhadap OPZ masih terdapat inkonsistensi,
kekuranglengkapan, dan  ketidakpastian  norma  serta
kontradiksi antara pasal satu dengan vang lain (konflik norma).
Hal ini berarti regulasi pengawasan Organisasi Pengelolaan
Zakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan asas kepastian
hukum. Sehingga salah satu tujuan pengelolaan zakat yaitu
untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat akan sulit
diwujudkan secara oplimal.

4.2 Regulasi Pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat agar
dapat Meningkatkan Hasil Guna dan Daya Guna Zakat.

Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada
asasnya hukum adalah semala-mata untuk menciptakan
kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John
Austin dan Van Kan, yang bersumber dari pemikiran posivistis
yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau
hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena
hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk
kepastian  hukum dalam melegalkan kepastian hak dan
kewajiban sesorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan
hukum adalah menjaga sctiap kepentingan manusia agar tidak
diganggu dan terjamin kepastiannya.!'

Ketentuan perundang-undangan seharusnya
mempunyai sifat pasti. Dengan demikian akan memberikan
kelentuan yang dapat digunakan baik masyarakat maupun

&

Marwan Mas, Pengantar lmu Hukumi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal.
74
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pejabat  dalam melaksanakan hukum yang terkandung,  di
dalam perundang-undangan itw" NMenurat Van Apeldoorn
dan  Rescou  Pound™,  hukum harus - mampu untuk
menveimbangkan antar Kepentingan pribadi, publik dan sosial.
Hukum  vang  didalomnyva  terdapat Keseimbangan  antara
Kepentingan-kepentingan — tersebut — oleh Van  Apeldoorn
dikatakan sebagai hukum vang adil.. Hukum  harus  pasti
(certan), supava dapat menjalankan tungsinya, yakni menjamin
aturan - hidup - bersama  dan menghindarkan  timbulnya
Kekacauan.  Repastian - hukum  dicapai - melalui - suatu
perundang-undangan yang mengatur seluruh hidup bersama
sampai detail-detailnya.'™

Kepastian hukum berkaitan dengan dua pengertian.
Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa
yang berlaku untuk masalah-masalah konkret. Dengan dapat
ditentukannya peraturan hukum untuk masalah yang konkret,
pihak-pihak yvang berperkara sudah dapat mengetahui sejak
awal ketentuan-ketentuan dalam sengketanya. Kedua, kepastian
hukum berkaitan dengan perlindungan hukum. Dalam  hal
demikian para pihak dapat dihindarkan dari kesewenangan
penghakiman. Adanya kepastian hukum membatasi  pihak-
pihak  vang mempunyai kewenangan yang  berhubungan
dengan  kehidupan  sescorang vaitu hakim dan  pembuat
peraturan.'®

Untuk  membentuk  peraturan - perundang-undangan
yang dapat memenuhi asas kepastian hukum, suatu peraturan
perundang-undangan  harus  memenuhi  persyaratan  yang
berkaitan dengan sistem hukum. Laurence M. Friedman dalam
Marwan Mas"™ membagi unsur-unsur sistem hukum dalam
tiga jenis, vaitu sebagai berikut.
I. Subtance (the subtance is composed of subtantive rules and rules

about how institutions  should  behave). Subtance (subtansi

" Loebby Loqman, Bunga Rampai Penibangunan Hukum di Indonesia, Eresco,
Bandung, 1995, hal. 67

1S Peter Mahmud Marzuki, op. cil, hal, 58-59

" Theo Huijbers, Filsafat Hikion dalam Lintasan Sejaral, Kanisius, Yogyakarta,
1982, hal. 276

" Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, op. cit, hal. 59-60
' Marwan Mas, op. cit, hal. 105
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hukum), vaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam

peraturan  perundang-undangan.  Subtansi  mencakup

semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum subtantif),
hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.

Structure (struktur hukum), vaitu tingkatan atau susunan

hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga

(pranala-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur

hukum ini didirikan atas liga elemen yang mandiri, vaitu:

a. Betcknis-system,  yaitu  keseluruhan  aturan-aturan,
kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan
ke dalam sistem pengertian.

b. Instellingen atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-
pranata  (lembaga-lembaga) dan  pejabat-pejabat
pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan
elemen operasional atau pelaksanaan hukum.

c. Beslissingen en handelingen, yaitu putusan-putusan dan
tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum
maupun para warga masyarakat. Akan tetapi hanya
terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan
vang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan
vang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Legal Culture (...refers, then, to those parts of general culture,

..costum, opinions, ways of doing and thingking ...that bend

social forces toward or away from the law mand in particular

ways. The term roughly describes attidudes about law, more or
less analogous the political culture...). Legal Culture (kultur
hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada
umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat
dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berfikir atau
bersikap, baik vang berdimensi untuk membelokkan
kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi
hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap
dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-
faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum
memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh
warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.
Berkaitan dengan Undang-undang Pengelolaan Zakat

khususnya yang mengatur tentang pengawasan terhadap OPZ,
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subtansi hukum mencakup hasil aktual yang dihasilkan oleh
sistem  hukum vang dibentuknya dalam wujud undang:
undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat, terutama ketentuan tenlang pengawasan OPZ. Struktur
hukum meliputi unsur pengawas dalam Badan Amil Zakat,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Sedangkan budaya
hukum mencakup gambaran dari sikap dan perilaku
masyarakat dan pelaksana hukum pengawasan OPZ baik
unsur pengawas dalam Badan Amil Zakal, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah terhadap regulasi pengawasan OPZ.

Dengan menggunakan konstruk teori Friedmen,
pembahasan pengawasan organisasi pengelolaan zakat guna
meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat akan membawa
implikasi hukum. Perimma, implikasi substansi hukum baik
hukum materiil (hukum subtantif) maupun hukum formil
(hukum acara) pengawasan OPZ. Dalam hal ini apakah
subtansi regulasi pengawasan OPZ telah memenuhi kaidah
pembentukan peraturan perundang-undangan dan mencakup
seluruh  dimensi pengaturan pengawasan OPZ. Kedua,
implikasi ~ struktur  hukum  yang berkaiatan  dengan
kelembagaan pengawasan OPZ. Pembahasan kelembagaan
tersebut akan menimbulkan pertanyaan antara lain: (1) lembaga
apa yang paling tepat untuk melakukan pengawasan OPZ, (2)
Apakah kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh
lembaga yang melakukan pengawasan OPZ, (3) Bagaimanakah
hubungan kerja yang efektif antara lembaga pengawas dengan
unsur kelembagaan lainnya dalam pengelolaan zakat. Ketiga,
implikasi budaya hukum. Hukum berlaku untuk mengatur
masyarakat, sehingga masyarakat nantinya yang akan
menjalankan hukum. Soerjono Soekanto'? menilai bahwa
masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan
efektifitas berlakunya hukum. Oleh karena ilu kesiapan dan
kesadarannya dalam menerima  Undang-undang  Zakal
khususnya dalam hal pengawasan OPZ sangat penling.

122 Sperjono Sockanto, Kegunan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukiom, Penerbit
PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 57
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1.2.1 Regulasi Pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat
dalam Perspektit Subtansi Hukum

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan
Pasal 18 avat (1) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat, sasaran pengawasan organisasi pengelolaan zakat hanya
badan amil zakat saja. Kelentuan seperti ini tentu bertentangan
dengan Pasal 6 dan 7 yang mengaltur bahwa organisasi
pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yailu badan amil
sakat dan lembaga amil zakat. Peran pemerintah dalam
pengawasan LAZ sebagai salah satu OPZ dalam Undang-
undang ini tidak  diatur. Sementara itu dalam peraturan
pelaksanaan UU Pengelolaan zakat yaitu Peraturan Menteri
Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38
Fahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengawasan OPZ juga
tidak diatur. Peraturan ini hanya mengatur tentang pelaporan
BAZ dan LAZ dalam Pasal 31 yaitu: “Badan Amil Zakat (BAZ)
dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan
pelaksanaan  tugasnya  kepada pemerintah sesuai  dengan
tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir
tahun”.  Sedangkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291
Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat,
pengawasan OPZ oleh pemerintah yang diatur dalam Bab VIII
hanva terhadap BAZ saja.

Zakat tidak hanya merupakan ibadah mahdah fardliyah
(individual) saja, akan tetapi merupakan ibadah mu’amalah
ytimaiyah (sosial). Oleh karena itu peran pemerintah dalam
pengawasan OPZ baik yang berbentuk BAZ maupun LAZ
sangat dibutuhkan. Bahkan Yusuf al-Qardawi dalam Sjechul
Hadi Permono' menjelaskan bahwa nizam (order, tata tertib)
zakat tidak menjadi urusan perseorangan, akan tetapi termasuk
lugas  pemerintah  islamiyah. Islam  menyerahkan urusan
koleksi dan distribusi zakat kepada negara, bukan kepada
kemauan hati individu-individu masing-masing. Hal ini karena

ada sejumlah faktor yang tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh
svariat Islam:

“* Sjechul Hadi Permono, ap. cit., hal. 10-11
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. Banyak orang vang, telah mati prwvanya, buta mata hatinya,
tidak sadar akan tangeungjawab terhadap orang takir vang
mempunyai hak milik vang terselip dalam harta benda
mereka.

2. Untuk  memelihara - kehormatan  orang,  fakir,  maka

pemungutan zakat jatah yvang menjadi haknya, dilokukan

melalui kekuasaan pemerintah dari tangan orang kKaya
kepada orang, lakir.

Membiarkan distribusi zakal dengan perscorangan akan

mengakibatkan keadaan kacau balau, semrawul dan salah

atur. Bisa juga terjadi scorang atau kelompok fakir miskin

J

akan menerima jatah yang berlimpah-limpah, sedangkan
scorang atau sckelompok fakir miskin yang lain justeru
lebih menderita, namun tidak mendapat jatah zakat sama
sekali, sechingga keadaannya menjadi lebih sengsara.

4. Di sana ada jatah-jatah  zakat yang tidak mampu
dilaksanakan oleh individu dan harus atau sebaiknya
pemerintah yang melaksanakannya, seperti jatah persiapan
perang, al-mui‘allafalt qudubidiion, kemaslahatan umum dan
persiapan para da’i untuk menyampaikan risalah Islam
sedunia.

Hans Kelsen dalam Sochino mendefinisikan negara
adalah identik dengan hukum, di mana ada tertib hukum di
situ ada negara atau sebaliknya, di mana ada negara di situ ada
tertib hukum. Jadi negara pada prinsipnya adalah suatu tertib
hukum yang bersifal memaksa.'”! Pemerintah adalah identik
dengan negara. Leondoguit, Harold J. Laski dan Roger Soltau
berpendapat bahwa praklis pemerintah dan negara tidak dapat
dibedakan dan karena pemerintah dan negara adalah setali tiga
uang. Pemerintah dan negara adalah identik, karena dari
pengalaman schari-hari pemerintah dan bukan negaralah yang
tampil ke depan.™  Fungsi hukum itu sendiri salah satunya
adalah  sebagai  sarana  social  control  bertujuan untuk
memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakal yang
menyimpang dan akibat  yang harus diterima dari

" Sochino, Hukunt Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia,
Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 10
' FoIsjwara, Pengantar Umu Politik, Bina Cipta, Bandung, 1980, hal. 104
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penyimpangan it NMisalnya,  memboat Tovangan Lrangan,
tuntutan, pemberian ganti rugl, dan sebagamya Pengimaan
hukum  sebgai savana social - control - dapal berarte hulanm
mengontrol tingkah - laku masyarakat,  Malesadnya hukuom
berfungsi memberikan batasan tingkah Taku warga masyarakal
yang, dianggap menyimpany, dari oturan hokum, sertaapa
akibat (sanksi) dari penyimpangan i Tujuanny adalah oy
warga  masyarakal lidak  tergoda untuk berperilaka vang,
dilarang, oleh hukum atau bagh yang, tlerlanjur melakukannya
akan sadar dengan adanya penerapan sanksi hukum Ladi e
Dalam  konteks — Undang-undang, — Pengelolaan Zakat,
pengawasan terhadap lembaga amil zakat oleh pemeritah
dimaksudkan agar pemerintah  (negara)  dapal mengontrol
kinerja organisasi pengelolaan zakat yany, dimiliki masyarakal
ini. Sehingga diharapkan lembaga amil zakal dapal mengelola
zakat dengan benar dan keberadaannya dapat ikut serta dalam
mewujudkan tujuan pengelolaan zakat, yakni meningkatkon
hasil guna dan daya guna zakal.

Menurut — Direktur - Direktorat — Zakat - Departemen
Agama, Nasroen Harun sebagaimana yang (elah divraikan
dalam Bab Pendahuluan, saat ini ada 18 lembaga amil zakal
(LAZ) nasional yang resmi diakui pemerintoh, sementara LAZ
yang lidak resmi jumlahnya mencapai ratusan dan selama ini
tidak ada satu pun LAZ yang melaporkan penyaluran dananya
ke pemerintah (Departemen Agama).”” Kondisi seperti ini
menunjukkan  masih - lemahnya  pengawasan - pemerintah
lerhadap Lembaga Amil Zakat. Hal tersebut disebabkan Karena
lidak adanya pengaturan tentang  kewenangan  pemerintaly
dalam melakukan pengawasan lerhadap lembaga amil zakat
mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
dana zakal, infaq, shadaqah, dan Kafaral dalam Undang-
undang Pengelolaan Zakal. Kondisi yang demikian dapat
mengakibatkan menurunnya hasil guna dan daya guna zakal
diantaranya, (1) pengumpulan zakal yang Ldak maksimal,
karena LAZ cenderung, fokus pada wilayah tertentu vang,

1 Marwan Mas, op. cit,, hal, 80-81

" www.republikaonline.org, Lembaga Amil Pertanyakan Diaft Reoise LU Zakat,
diakses tanggal 6 Mei 2009
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b dan mengeabaikan wilayah “Lering”, (2) adanya upaya
antul mendapathan pmlalezakat, anlag, hadagah dari
masvarakal  sebanyal Lanyvaknya,  sehingga beberapa LAZ
pencar promons (e berbagsan media cetall maapun clektronik
an o relatil besar, (%9) distribust zakat yang,

yangs menghabisd
ilal terbaordinast dan sesua dengan kemavan LAZ, sehingga
i wilayah tertentu akan celalu mendapatkan distribusi zakat
dari berhagal LAZ/BAZ akan tetapi di wilayah lain yang justru
ebil membutuhban bisa jadi tidak  mendapatkan zakat
tersebut, (1) distribusi zakat akan ditunggangi kepentingan
pohitik oleh lembaga atat perseorangan yang
mendistrbusikannya,

Berlaitan dengan pendistribusian, harus berdasarkan
pada kaidah dasar tasharal zakal dan sesuai dengan tujuan
pengelolaan zakal yaitu untuk meningkatnya hasil guna dan
daya puna zakat, Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang
Pengelolaan Zakat, hasil pengumpulan zakal didayagunakan
antule mustahiq sesuai dengan ketentuan - agama. Sasaran
distribusi zakat disebutkan dalam Al Qur’an surat Al Taubah
ayal 60, Dalam ayat terscbut ada 8 kelompok  sasaran
pendistribusian zakal yaitu  fakir, miskin, amil, mu’allaf,
membebaskan budak (rigab), orang yang berutang (gharinin), fi
sabilillaly dan ibnu sabil, Di dalam memberikan penafsiran
antuk masing=-masing  delapan  ashnaf tersebut  terdapat
perbedaan din kalangan uloma. Perbedaan ini menyangkut
masalah penjabaran kriteria masing-masing dan berapakah
besaran — mustahig mendapatkan  bagian zakal.  Untuk
memperjelas perbedaan tersebut, berikut ini akan  diuraikan
pengertian dan besaran bagian fakir, miskin dan amil sebagai
ashnal delapan yang, disebutkan paling awal dalam Al Qur’an.

Dalam memberikan penafsiran tentang, kriteria siapakah
fakir dan miskin - misalnya, Menurut madzhab  Maliki, '
pengertion fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di
bawah nilai satu nishab menurat hukam zakat yang sah, atau
nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang
terdirvi dari perabol rumah tangga, barang-barang, pakaian,
buku-buku senagai keperluan pokok schari-hari. Sedangkan

YUY usal Qavdawi, op, il hal, 512-514
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pengertian miskin adalah mercka yang tidak memiliki apa-apa.
ladi fakir miskin menurut madzhab Maliki ialah: (1) yang tidak
mempunyai apa-apa, (2) yang mempunyai rumah, barang dan
perabot yang tidak berlebihan, (3) yang memiliki mata uang
kurang dari satu nishab, (4) yang memiliki kurang dari satu
nishab selain mata uang, seperti empat ckor unta atau tiga
puluh sembilan ekor kambing yang nilainya tak sampai dua
ratus dirham. Sedangkan pengertian fakir miskin menurul
imam madzhab yang liga adalah mereka yang kebutuhannya
lak tercukupi. Yang disebut fakir ialah mereka yang tidak
mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi
keperluannya: sandang, pangan, tempat tingal dan segala
keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi
mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang
memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya
empalt, tiga atau dua dirham. Yang disebut miskin ialah yang
mempunai harta atau penghasilan layak dalam memenubhi
keperluannya dan orang yang menjadi tangungannya, lapi
lidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan
sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun
sudah masuk satu nishab atau beberapa nishab. Scbagian
mercka memberikan batasan, bahwa orang miskin itu ialah
mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhar atau lebih,
adapun orang fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari
separuh kebutuhannya. Jadi menurut madzhab yang tiga yang
berhak menerima zakat atas nama fakir miskin ialah salah satu
dari tiga golongan: (1) mercka yang tidak punya harta dan
usaha sama sekali, (2) mereka yang punya harta dan usaha lapi
tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu
penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari
kebutuhan, (3) mereka yang punya harta dan usaha yang hanya
dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan
tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

Begitu juga dengan pengertian amil. Amil zakat ialah
mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat,
mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan
para penjaganya, juga mulai dari pancatal sampai kepada
penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi
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kepada para mustahiknya.”” Dari pengertian seperti itu dapat
dipahami bahwa amil adalah sekelompok orang yang sccara
khusus melaksanakan tugas mulai dari pengambilan sampai
dengan pendistribusian zakat dimana dalam Undang-undang
Pengelolaan Zakat disebut dengan istilah unsur pelaksana.
Pengertian semacam ini tentu berbeda dengan pengaturan
dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat. Pasal 6 ayat (5) 818
No. 38 Tahun 1999 tenlang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa
organisasi Badan Amil Zakat terdiri dari unsur pertimbangan,
unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Ketentuan ayat ini
mengandung makna bahwa amil zakat meliputi unsur
pertimbangan, pengawas dan pelaksana. Sehingga semua
unsur dalam BAZ akan mendapat bagian zakat. Hal ini
bertentangan dengan pendapat bahwa amil adalah pegawai.
Sebagai pegawai, amil diberi upah sesuai dengan pekerjaannya,
tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Menurut madzhab
Syafi’i, amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya,
karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan
bagian semua golongan mustahik zakat. Hal ini berarti bagian
zakat amil adalah seperdelapan atau dua belas setengah persen
dari jumlah penerimaan zakat. Kalau upah itu lebih besar dari
bagian tersebut, maka harus diambilkan dari harta di luar
zakat. Jumhur ulama berpendapat bahwa amil diberi bagian
zakat sesuai dengan haknya seperti yang terdapat dalam nash
Al Qur'an, yakni seperdelapan atau dua belas setengah
persennya. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang
relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin
dan para mustahik lannya.'®

Dengan masih adanya perbedaan penafsiran mengenai
kriteria dan besaran bagian zakat untuk setiap mustahik,
hendaknya pasal-pasal dalam UU Pengelolaan Zakat mengatur
pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu diatur lebih
lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini
intinya tentang pedoman pendistribusian dan pendayagunaan
zakat, yang meliputi: (1) penetapan kriteria delapan ashnaf, (2)
Besaran bagian masing-masing kelompok mustahiq, (4)

™ Yusuf Qardawi, op cit, hal. 544
™ Yusuf Qardawi, op cit, hal. 556
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Mekanisme atau tata cara pendistribusian  zakat,  (3)
pendayvagunaan  zakat  untuk  usaha  produktit, (o)
pendistribusian dan pendayagunaan intak, shadaqah. hibah,
wasiat, waris, dan kafarat, dan (7) Sanksi bagi O'Z vang
melanggar ketentuan pendistribusian dan  pendayvagunaan
zakat. Peraturan pemerintah  tersebut penting  untuk
diterbitkan, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi
pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, vaitu:
(1) OPZ dalam hal melaksanakan tanggungjawabnyva
mendistribusikan dan mendavagunakan zakat, (2) masvarakat
yang tergolong mustahik dalam hal untuk mendapatkan hak-
haknya memperoleh bagian zakat, (3) masvarakat umum dalam
hal untuk berperan serta dalam pengawasan, (4) pemerintah
dalam hal untuk memberikan perlindungan dan pembinaan
terhadap OPZ, dan (5) aparat penegak hukum dalam rangka
untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak jika terjadi
penyelewengan dalam pendistribusian dan pendavagunaan
zakat. Apabila PP tentang Pedoman Pendistribusian dan
Pendayagunaan Zakat ini diterbitkan dan dilaksanakan dengan
konsisten, maka meringkatnva hasil guna dan dava guna zakat
sebagai salah satu tujuan pengelolaan zakat akan tercapai.

4.2.2 Regulasi Pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat
dalam Perspektif Struktur Hukum

Pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan
organisasi pengelolaan zakat dibagi menjadi dua kategori yvakni
pengawasan internal dan cksternal. Pengawasan secara internal
dilakukan oleh unsur pengawas (Pasal 18 ayat (1) UU No. 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Agama Nomor 373
Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999
tentang  Pengelolaan  Zakat).'s' Perlunya unsur pengawas
tersebut hanya untuk Badan Amil Zakat saja, sedangkan dalam
Lembaga Amil Zakat tidak diatur struktur organisasinya.

“

"™ Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Agama Nomor
373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang
komisi pengawas di semua tingkatan badan amil zakat
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PPengawasan chaternal dilakukan oleh masvarakat (Pasal 20 UL
No. 38 Tahun 1999 tentang, Pengelolaan Zakat, pemerintah dan
masvarakat Pasal 17 avat (1) Keputusan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masvarakat Islam dan Urusan Hap Nomor D291
ahun 2000 tentang, Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat).

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa kelemahan
dalam  pengaturan - tentany pihak-pihak  vang  berwenang
melakukan  pengawasan  terhadap - Organisasi Pengelolaan
Zakat vang, dapat menimbulkan tidak etektinva pengawasan,
Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalal:

I, Peran pemerintah dalam pengawasan OPZ tidak diatur
oleh UU No. 38 Tahun 1999 tentang, Pengelolaan Zakat.
Sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  penjelasan
schelumnya, walaupun Keputusan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masvarakat Islam dan Urusan Haji Nomor
D/291 Tahun 2000 tentang, Pedoman Teknis Pengelolaan
Zakat sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengelolaan
Zakat mengatur peran pemerintah dalam pengawasan
OPZ, akan letapi berdasarkan asas lex superior derogat
legi inferiori maka pengaturan dalam UU yvang dianggap
berlaku, schingga  pemerintah  tidak  mempunyai
kewenangan untuk mengawasi OP'Z. Ketentuan vang
demikian tentu akan memperlemah peran negara dalam
pembinaan zakat di Indonesia. Padahal, sebagaimana
telah diuraikan diatas pemerintah (negara) mempunyai
tanggung jawab penuh  dalam  pengelolaan  zakat.
Akibatnya adalah seperti yang terjadi saat ini, pada
umumnya masing-masing  Organisasi  Pengelolaan
Zakat memiliki kebebasan dan Keleluasaan vang tak
terkendali dan cenderung jalan sendiri-sendiri tanpa
adanya  koordinasi dengan  pemerintah - maupun
diantara OPZ, sehinggga pengelolaan zakat tidak dapat
memenuhi tujuanya yakni hasil guna dan daya guna
zakal.

2. Unsur pengawas sebagai pengawas internal hanya
diatur untuk Badan Amil Zakat saja, sedanghan dalam
Lembaga Amil Zakat tidak diatur, schingga tidak
adanya konsckuensi yuridis atau akibat hukum bagi
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LAZ untuk menentukan unsur pengawas sebagan salahy

satu struktur organisasimya,

Berdasarkan UL Pengelolaan Zakat hendaknya dengan
tegas mengatur tentang pilmL pilml\ Vang o mempunya
kewenangan  dalam melakukan pengaowasan tethadap O1I'Z,
Penentuan  atas pihak-pihak  vang, berwenang melakukan
pengawasan int tergantung kepada repulast tentanyg, lembaga
apa yvang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan
zakatl. Apabila lembaga vang dimaksud adalah BAZ dan LAZ,
maka pengawasannya dapat dilakukan secara internal - dan
cksternal. Pengawasan  secara  internal - diwujudhkan dalam
bentuk pengaturan bahwa struktur organisasi BAZ dan LAZ.
harus terdapat unsur pengawas  di dalamnva. Sedangkan
pengawasan  secara  chsternal  dijabarkan  dalam - bentuk
pengaturan  bahwa sclain DPR, DPRD  dan masyarakal
sebagaimana vang, telah diatur dalam UU Pengelolaan Zakal,
pemerintah  juga  mempunyai kewenangan  melakukan
pengawasan terhadap OPZ. Pemerintah yang, dimaksud adalah
Kementerian Agama untuk  pengawasan Kinerjo OP'Z dan
pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  serta prinsip-
prinsip svariah, sedangkan untuk pengawasan keuangan oleh
lembaga atau instansi pemerintah yang selama ini diberikan
tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan lerhadap
keuangan negara.  Mengapa  zakat  diidentikkan  dengan
keuangan negara? Masdar F. Mas'udi menyalakan  zakal
sebagai kewajiban sosial untuk cita keadilan dan Kesejahleraan
bersama, sudah barang tentu zakal (pajak) tidak akan ada yang
mampu mengambil (memungut dan mengurusnya), kecuali
pihak yang memiliki Kewenangan formal untuk memaksa
(forced  power), yaitu  negara. Pemerinlah  yang  mewakili
kekuasaan negara, dapat bertindak  mewakili - kepentingan
masyarakal untuk mengambil zakal dan mendistribusikannya
kepada yang berak (mustalik). Oleh karenanya, para sarjana
muslim sepakat dengan penyerahan tugas pengelolaan zakal
diserahkan  kepada  kekuasaan  resmi,  yaitu  negara,'
Pengawasan olch pemerintah ini sesuai dengan jenis dan
tingkatan OPZ, vaitu:

1% Saifur Rachman, op. cit., hal, 107
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1. Badan Pengawas Daerah  sesuai dengan  tingkatannya
melakukan  pengawasan  terhadap  Badan  Amil  Zakat
Daerah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Lembaga
Amil Zakat tingkat Provinsi.!*

2. Inspektorat Jenderal Kementerian  Agama melakukan

pengawasan lerhadap Badan Amil Zakat Nasional dan

Lembaga Amil Zakat Nasional.™

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

melakukan pengawasan terhadap Badan Amil Zakat dan

Lembaga Amil Zakat di semua lingkalan. BPKP adalah

aparat pemerintah (cksekutif) dalam pengawasan intern

pemerintah.!'®

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan
terhadap Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di
semua tingkatan. BPK adalah aparat legislatif dalam bidang
pengawasan.'*

Untuk lebih memperjelas gambaran tentang pihak-
pihak yang melakukan pengawasan terhadap OPZ dapal
dilihat pada bagan hubungan fungsional pengawasan berikut

o

ni.

13 Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan pembentukan
Badan Amil Zakat Dacrah Kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Wali
Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota
(Pasal 6 ayat (2) UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat).
Pengukuhan Lembaga Amil Zakat tingkat Propinsi oleh Gubernur atas usul
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi (Pasal 21 ayat (1) dan
(2) Keptusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU
No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat))

13 Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional oleh Presiden alas usul Menteri
Agama (Pasal 6 ayat (2) UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat)
dan segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil
Zakat Nasional dibcbankan pada Anggaran Deartemen Agama (Pasal 17
Kepulusan Presiden RI tentang Badan Amil Zakat Nasional). Pengukuhan
Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Propinsi (Pasal 21 ayat (1)
dan (2) Keptusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan
UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)

135 Kunarjo, op. cit., hal. 246

1% ibid
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Irjen Kemenag:Merupakan aparal pengawasan intern

Kemenlerian Agama dan melakukan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Agama.

Banwasda : Merupakan aparal pengawasan intern

pemerintah daerah dan melakukan pengawasan
intern di lingkungan pemerintah daerah.

BPKP : Merupakan aparal pengawasan intern
pemerintah  yang  merupakan  pengawasan
ckstern terhadap semua aparatur pemerintah
(termasuk departemen).

BPK : Merupakan aparat pengawasan ckstern yang
melakukan pengawasan terhadap pemerintah
dan semua unsur aparatur pemerintah.

Berkaitan  dengan  mekanisrne alau  lata  cara
pengawasan organisasi pengelolaan zakat, UU Pengelolaan
zakat hendaknya mengaturnya lebih detail. Dan, berkaitan
dengan teknis mckanisme pengawasan diatur lebih lanjut
dalam Perauran Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan

Undang-undang. Menurut  Kunarjo,'7  cara  pelaksanaan

pengawasan dapat dilakukan secara on the spot dan dengan

inspeksi dan pemcriksaan. Keduanya disebut pengawasan
langsung. Di samping pengawasan langsung ada pula
pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan
melalui pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat yang
bersangkutan atau laporan yang berasal dari pengawasan

7 Kunarjo, op. cit., hal. 256
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fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat,
Cara  pelaksanaan  pengawasan  menyangkut  wakiu
pelaksanaan  pengawasan,  sasaran - pengawasan, subyek
pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Waktu
pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan tiga cara,
yaitu: (1) Sebelum kegiatan dimulai. Pengawasan ini disebut
pengawasan preventif atau pre-audit, (2) Selama pelaksanaan
kegiatan. Pengawasan ini disebut pengawasan represif atau
preventif untuk mencegah berkembangnya atau terulangnva
kesalahan pada tahap lanjutan kegiatan, (3) Sesudah kegiatan
dilaksanakan. Pengawasan ini disebut post-audil, vaitu
pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan perencanaan setelah
suatu kegiatan selesai. Sasaran pengawasan meliputi ruang
lingkup dan nilai sasaran. Ruang lingkup meliputi rancangan
program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan
dan setelah tahun buku terakhir, sedangkan nilai sasaran
pengawasan meliputi kuantitas hasil pekerjaan, kualitas hasil
pekerjaan, sasaran waktu pencapaian, sasaran fungsional dan
kemafaatan pekerja/amil. Subyek pengawasan dibagi menjadi
pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan
internal  meliputi  unsur pengawas dalam  organisasi
pengelolaan zakat, Banwasda dan Inspektorat Jenderal dan
BPKP. Sedangkan pengawasan cksternal terdiri dari BPK,
DPR/DPRD dan masyarakat.

Fungsi pengawasan sebelum kegiatan dimulai dapat
dilakukan dengan cara melakukan penyusunan rancangan
program kerja secara terbuka. Rancangan program kerja vang
dilengkapi dengan anggaran dananya harus dipublikasikan
agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat memberikan
masukan guna penyempurnaan atas program kerja tersebut. Di
samping itu, dalam penetapan program kerja perlu
mendapatkan persetujuan dari unsur pengawas internal,
diketahui oleh unsur pertimbangan dan sebagaimana
pengelolaan uang rakyal pada umumnya, maka program kerja
BAZ/LAZ harus mendapatkan persetujuan lembaga legislatif
dan ditetapkan oleh lembaga eksekutif vang mnclude dengan
penelapan APBD atau APBN sesuai dengan tingkatannya, yaitu
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[. Program Kerja BAZDA Kabupaten dan BAZDA Kecamatan

disctujui oleh DPRD Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh

Bupati/Wali Kota.

Program Kerja BAZDA Provinsi dan LAZ Provinsi disetujui

oleh DPRD Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.

3. Program Kerja BAZNAS dan LAZ Nasional disetujui oleh
DPR dan ditetapkan oleh Presiden.

Pengawasan  sclama  pelaksanaan  kegiatan  secara
internal dilakukan oleh unsur pengawas BAZ/LAZ, Banwasda,
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, BPKP dan secara
eksternal dilakukan oleh BPK, DPR/DPRD dan masvarakat
terhadap pelaksanaan program kerja organisasi pengelolaan
zakat pada tahun berjalan. Pengawasan ini sebagai langkah
preventif yang bertujuan untuk mencegah berkembangnya atau

)

terulangnya kesalahan pada tahap lanjutan kegiatan.
Pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan cara
memberikan kewajiban kepada BAZ/LAZ untuk menyerahkan
laporan triwulan atas pelaksanaan program kerja kepada
subyek pengawasan atau dengan cara sebaliknva, secara
periodik subyek pengawasan melakukan pemeriksaan
langsung pada BAZ/LAZ sebagaimana yang selama ini
diterapkan juga pada instansi pemerintah. Pengawasan
terhadap OPZ oleh DPR/DPRD pada pelaksanaan program
kerja dilakukan dengan cara scbagaimana halnya pengawasan
terhadap pelaksanaan APBN/APBD. Peran serta masyarakat
dalam pengawasan tahap ini adalah dengan memberikan
masukan kepada BAZ/LLAZ dan memberitahukan kepada
pihak-pihak yang terkait apabila ditemukan penyimpangan
dalam pengelolaan zakat khususnya pelaksanaan program
kerja. Selanjutnya apabila diduga kuat terjadi penyimpangan,
BPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap OPZ.
Pengawasan sesudah kegiatan dilaksanakan dilakukan
oleh pengawas internal dan eksternal berdasarkan laporan
tahunan yang diterbitkan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat.
Dalam hal ini BAZDA dan LAZ tingkat Provinsi wajib
menyerahkan laporan tahunan kepada Banwasda dan DPRD
sesuai dengan tingkatannya, BPKP dan BPK, sedangkan
BAZNAS dan LAZ tingkat Nasional wajib menyerahkan
laporan tahunan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian
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Agama, BPKD, DPR dan BPK paling lambat tiga bulan setelah
tutup buku. Laporan tahunan yang diserahkan tersebut harus
ditandatangani olech  unsur  pelaksana, mendapatkan
perselujuan  unsur  pengawas, diketahui  oleh  unsur
pertimbangan serta telah  diaudit oleh akuntan publik."™
Disamping itu, laporan tahunan terscbut harus dipublikasikan
kepada masyarakat luas melalui media cetak di wilayah
masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Selanjutnya agar pengawasan lerhadap  organisasi
pengelolaan zakal ini dapat berjalan efektif, maka perlu
ditunjang dengan pengaturan tentang sanksi bagi BAZ/LAZ
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengawasan
terscbut. Sanksi yang dimaksud dapat berupa sanksi
administratif ~maupun sanksi  pidana. Bentuk sanksi
administratif misalnya pembekuan sementara operasional
BAZ/LAZ dalam waktu tertentu dan pencabutan ijin
operasional yang diberikan kepada BAZ//LAZ yang terlambat
memberikan laporan tahunan dan tidak memberikan laporan
tahunan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Sedangkan
sanksi pidana diberikan kepada personalia pelaksana,
pengawas dan pertimbangan yang melakukan pelanggaran
pidana dalam pengelolaan zakat.

Berkaitan dengan susunan organisasi dan kriteria calon
pengurus, Undang-undang Pengelolaan Zakat hendaknya
mengatur semua organisasi pengelolaan zakat baik yang
berbentuk BAZ maupun LAZ. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) dan
Pasal 10 UU No. 38 Tahun 1999 sebagaimana yang teclah
diuraikan di atas, ketentuan tentang susunan organisasi hanya
pada BAZ saja. Oleh karena antara BAZ dan LAZ pada
dasarnya merupakan organisasi yang sama-sama melakukan

'* Ketentuan wajib menyerahkan laporan ini berbeda dengan ketentuan

tentang menyerahkan laporan tahunan dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang,
Pengelolaan Zakat yang menggunakan kata “dapat” yang berarti bukan
keharusan. Menurut Alf Ross dalam Bernard L. Tanya dkk (2006: 141-142),
suatu aturan hukum  dirasa mewajibkan karena ada hubungan antara
perbuatan yuridis dan sanksinya. Bila saya berbuat sesuai aturan, maka bebas
dari sanksi. Sebaliknya, jika berbuat tidak scsuai, maka pasti menerima
sanksi. Pengalaman inilah yang membuat orang memandang hukum sebagai
wajib. Berlakunya hukum tidak lain dari itu, yakni suatu relasi timbal balik
antara sanksi dengan rasa wajib/rasa takut. .
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pengelolaan zakat hanyva berbeda atas status kepemilikan saja,
maka untuk mempermudah pengawasan hendaknya susunan
organisasi Keduanva diatur sama. Kelentuan yang sama ini
seperti vang  telah ditetapkan untuk Badan  Amil  Zakat.
Schingga susunan organisasi Lembaga Amil Zakat juga terdiri
atas  unsur  pertimbangan, unsur  pengawas, dan  unsur
pelaksana,

Mengenai Kriteria pengurus  Organisasi Pengelolaan
Zakat dimana di dalamnya termasuk unsur pengawas, UU
Pengelolaan Zakat hendaknyva mengatur tidak hanya berlaku
untuk BAZ saja akan tetapi juga berlaku untuk LAZ karena
bidang garapan kedua lembaga tersebut adalah sama-sama
dalam pengelolaan zakat. Dan, seharusnya ketentuan tentang
Kriteria-Kriteria calon pengurus bahwa calon pengurus harus
memiliki - sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan
berintegritas tinggi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6
avat (4) UU No. 38 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat
(3), Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Direktorat
lenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor
D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
diuraikan lebih lanjut dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya
dan diatur lebih rinci lagi dalam peraturan pelaksanaan UU
Pengelolaan Zakat secara lebih teknis, kongkrit, detail dan
ukurannya jelas dengan mendasarkan pada fikih zakat sebagai
sumber hukum vang utama. Menurut M. Quraish Shihab,'®
para ulama berselisih paham menyangkul perincian syarat-
svarat vang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat
sebagai amil zakat. Svarat-syarat tersebut adalah: (1) Muslim.
Imam Ahmad tidak menctapkan sebagai syarat dengan alasan
Kata al‘amilina “alayha bersifat umum, schingga mencakup
muslim dan Katir. Kalau pendapat Ahmad yang diterapkan,
tentunya  bukan dalam  pelaksanaan yang mengandung
Kebijaksanaan; (2) akil balig dan terpercaya. Persyaratan ini
disepakati oleh para ulama; (3) mengetahui hukum-hukum
menvangkut - zakat.  Amil  zakat yang bertugas sebagai
pengumpul zakat sangat memerlukan pengetahuan tentang

ML Quraish Shihab, Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Keludupan Masyarakat, Mizan, Bandung, 2007, hal. 328
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hikum-hukum sakat vang berkaitan dengan jenis harta, kadar
nishaly, haul, don sebagainya, Sedangkan para pembagi harus
mengetahunr Keitena Lakir, miskin, gharom, b sabil, al-mu’allaf
gulubidion, dane sebagainya () mampu melaksanakan tugas-
tigas vang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan tentang Kriteria calon pengurus
O dan svarat-svarat vang, harus dipenuhi oleh amil, maka
Ketentuan bahwa pengurus OP'Z harus memiliki sifat amanah
dan akil baliy dikongkritkan menjadi scorang calon pengurus
sehurang-kurangnva berusia 21 tahun, Memiliki - sifat adil
dyabarkan dengan setelah menjadi pengurus bersedia tidak
menjadi pengurus - OPZ - lainnya  di - tingkat - manapun.
Berdedikasi divraikan dalam bentuk mempunyai pengalaman
di bidang, pengelolaan zakat sekurang-kurangnya satu tahun.
Protesional diuraikan dalam bentuk  tidak sedang menjadi
anggola atau pengurus partai politik tertentu. Berintegritas
tingei dijabarkan  dalam bentuk  ketentuan tidak pernah
dinvatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang
tetap. Sedanghan  persyaratan mengetahui - hukum-hukum
menvangkut  zakat dan mampu melaksanakan  tugas-tugas
vang, dibebankan  kepadanya  diuraikan dengan  ketentuan
adanva it and proper test bagi pimpinan tertinggi unsur
pelaksana sebagai ujung tombak pendayagunaan zakat,

1.2.3 Regulasi Pengawasan Organisasi Pengelolaan Zakat
dalam Perspektif Budaya Hukum

Schagaimana - yang  telah  diuraikan pada  bagian
sebelumnya,  Legal - Culture (budaya  hukum)  merupakan
gambaran sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum,
serta keselurukan faktor-faktor vang menentukan bagaimana
sistem hukum memperoleh lempat vang sesuai dan dapat
diterima. Berkaitan: dengan pengawasan OPZ, maka budaya
hukum berhubungan dengan bagaimanakah sikap dan perilaku
masyarakat terhadap  ketentuan vang mengatur tentang
pengelolaan zakat pada umumnya dan khususnya pengawasan
lerhadap BAZ/LAZ.

Hasil penelitian UIN Syaril Hidayatullah Jakarta tahun
2009 menunjukkan bahwa polensi pengumpulan zakat di
Indonesia mencapai Rp. 20 triliun lebih, Yang telah dikelola
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oleh BAZ/LAZ baru sekitar 7% (3% oleh BAZ dan 4% oleh
1LAZ), sementara 93% zakat dibagi-bagi oleh para muzakki
secara langsung kepada masyarakat, terutama melalui masjid-
masjid 1 Sementara penelitian yang dilakukan oleh PIRAC
pada tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya 6% dan 1,5%
responden yang, menyalurkan zakatnya ke BAZ dan LAZ
Sedangkan — responden  lainnya  lebih - memilih untuk
menyalurkan zakatnya kepada masjid atau panitia khusus di
sekitar rumah mercka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
balhwa OPZ masih belum menjadi pilihan utama masyarakat
dalam menyalurkan zakatnya. Masih banyak muzakki vang
masih mempertanyakan tentang integritas dan akuntabilitas
dari lembaga pengelola zakat.

Selain itu berdasarkan hasil survey nasional vang
dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun
2009 yang melibatkan ribuan responden, ditemukan sebesar
97% responden  menghendaki BAZ/LAZ bekerja secara
akuntabel dan transparan, sebesar 90% menuntut agar publik
diberi akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang
dikelola, 92% responden menghendaki pemuatan pelaporan
keuangan di media massa, 88% responden mengungkapkan
perlunya mendala para donatur, dan 75% enggan menyvalurkan
zakat pada LAZ yang tidak dikenal baik akuntabilitasnya.
Bahkan 63% responden ingin memastikan bahwa dana publik
yang disalurkan memang kepada yang berhak."*' Berdasarkan
hasil ~ penelitian  tersebut - menunjukkan  bahwa  tingkat
parlisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap
organisasi pengelolaan zakat masih sangat rendah, akan tetapi
lingkat harapan masyarakat agar OPZ memberikan akses
kepada publik untuk melakukan pengawasan sangat tinggi.
Apabila rendahnya tingkat pengawasan publik terhadap OPZ
dibiarkan berlangsung lama, maka akan berdampak pada
sulitnya pencapaian tujuan utama pengelolaan zakat yaitu
peningkatan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan demikian
maka perlunya regulasi yang mengatur peran serta masyarakat
(publik) dalam melakukan pengawasan terhadap OPZ dapat

0 warvariar ’ . 4
www.sekorakyat.org diakses tanggal 6 Juni 2011

1w ww.demustaineblogdetik.com diakses tanggal 6 Juni 2011
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dinamis dengan cara efektit dan efisien. Hukum sendir salah

satu fungsinya adalah sebagai a tool of social engineering, yaitu

sebagai sarana perekayasa sosial  (menpubah - masyarakat)
untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakal
menuju kemajuan yan terencana.'

Bagi Roscoc Pound, antara hukum dan masyarakal
terdapat hubungan yang fungsional. Dan karena kehidupan
hukum terletak pada karya yang dihasilkannya bagi dunia
sosial, maka tujuan utama dalam social engineering adalah
mengarahkan kehidupan sosial itu ke arah yang lebih maju.
Menurutnya, hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi
hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk
mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan'”.  Menurut
Satjipto Rahardjo'", hukum sebagai sarana social engincering
bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai
tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan,
atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Mekanisme
perubahan sosial yang dimaksud merupakan suatu proses yang
terencana dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh,
atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar
mengikuti norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang
ditetapkan sebagai norma baru.

Untuk mengefektifkan fungsi hukum agar menjadi
sarana perekayasa sosial, menurut Adam Podgorecki® perlu
memperhatikan pengembangan empat asas pokok sebagai
berikut :

1. Sualu gambaran yang jelas tentang situasi yang sedang
dihadapi.

2. Menciptakan suatu analisis tentang penilaian-penilaian
yang ada, dan menempatkannya dalam suatu urusan
hirarki. Analisis tersebut mencakup ramalan tentang
apakah cara-cara yang akan digunakan, tidak akan lebih
menimbulkan akibat yang memperburuk keadaan.

" Marwan Mas, op. cit., hal.81.

"*Bernard L. Tanya, dkk, op. cil., hal. 133-134
"' Bernard L. Tanya, dkk, op cit, hal. 134

"> Marwan Mas, op. cit., hal.83.
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Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis, misalnva apakah
suatu cara yang dipikirkan untuk dilakukan pada akhirmya

S5 ]

kelak memang akan membawa ke arah lujuan vang
dikehendaki.

4. Pengukuran lerhadap efek aturan-aturan vang telah ada.

Oleh karena itu, upaya mengoptimalkan pengawasan

OPZ tidak cukup bergantung pada peran legislatil dan lembaga

pengawasan keuangan. Peran serla aktif masyarakat atau

berbagai komponen masyarakat sangat diperlukan untuk
mendukung efektifitas  pengawasan tersebut. Peran  serta
masyarakat bersumber dari 3 (tiga) hak dasar masvarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu hak masvarakat
untuk mengakses informasi (public right to acces formation),
hak masyarakat untuk berpartisipasi (public right to participate),
dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (publict right
justice)t’. Melalui hak tersebut, masyarakat dapat berperan
dalam  menjaga dan mengawasi mekanisme  kerja,
profesionalitas, dan integritas suatu institusi sehingga peluang
terjadinya penyalahgunaan pengelolaan zakat relatif mudah
dikontrol.

Beberapa peran serta masyarakat vang perlu
dipertimbangkan dalam pengawasan OPZ vailu:

1. Mengawasi pengumpulan, pendistiibusian dan
pendayagunaan zakat dan harta selain  zakat yang
dilakukan oleh OPZ.

2. Mengetahui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
OPZ.

3. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan
pengelolaan zakat kepada pihak-pihak yang berwenang,

4. Memberikan informasi tentang sumber-sumber potensi
zakal dan wilayah sasaran  pendistribusian  dan
pendayagunaan zakat.

5. Menentukan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan
zakat atas zakat yang telah dibayarkan kepada OPZ.

6. Mengetahui laporan keuangan OPZ.

"¢ Harijadi Kartodihardjo, Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya
Alam, Suara Bebas, Jakarta, 2005, hal. 139,
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Selam - peran serta masyarakal  pada umumnya,
diperlukan peran serta Majelis Ulama Indonesia dan/atau
orpanisasi  kemasyarakatan  Islam - serta lembaga  swadaya
masyarakal pada khususnya untuk mengawasi organisasi
pengelolaan zakat, Di samping itu, hendaknya perlu diatur juga
sistem pembayaran zakal oleh masyarakat melalui lembaga
resmi yang lelah ditetapkan oleh pemerintah saja. Keleluasaan
pembayaran zakal oleh masyarakat yang dapat didistribusikan
kepada orang perscorangan dan lembaga apapun baik lembaga
zakal atau lembaga sosial keagamaan sesuai dengan keinginan
muzakki menjadikan potensi zakat tidak dapat dikelola secara
maksimal termasuk dalam pengawasannya sehingga tujuan
pengelolaan  zakat sulit tercapai. Seperti yang terjadi di
Pasuruan dan beberapa wilayah di Indonesia beberapa tahun
yang lalu, akibal adanya pendistribusian zakat oleh muzakki
sendiri  secara  langsung dengan mengumpulkan  ribuan
muslahik dalam satu tempat menycbabkan “petaka zakat”
yakni ada yang meninggal dunia, pingsan, luka-luka karena
terinjak-injak  dan  gesekan diantara mustahik. Bahkan
pendistribusian  secara langsung oleh muzakki seringkali
dimanfaatkan untuk kepentingan politik, terutama menjelang
pemilihan  umum  atau  pemilihan  kepala  daerah.
Pendistribusian zakat oleh muzakki melalui BAZ/LAZ sebagai
lembaga resmi yang diberi kewenangan mengelola zakat oleh
pemerintah  akan  lebih  menjamin tepat sasaran dan
mempermudah pengawasan terhadap OPZ.

4.2.4 Peningkatan Hasil Guna dan Daya Guna Zakat
Scbagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hasil
guna zakat berkaitan dengan sejauhmana tujuan dan fungsi
zakal dapat terwujud. Di dalam Islam, tujuan zakat bukan
sckedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, serta
bukan pula sckedar untuk mebantu kaum mustadi’afin (lemah),
akan letapi tujuan yang utama adalah agar manusia lebih tinggi
nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta
bukan menjadi budaknya. Karenanya maka kepentingan tujuan
zakal terhadap si pemberi sama dengan kepentingan si
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penerima.'” Tujuan zakat adalah (1) untuke menghimdarban
muzakki dari sifat kikir, (2) adanya harmonisasi hubungan
antara orang yang kaya dan orang miskin, (3) membersihiban
harta, dan (4) menumbuhkan keberkahan pada harta yang,
dizakati."®

Adapun fungsi zakat secara ideal adalah sebagai
berikut. Pertama, sebagai sarana penyanga kerawanan sosial,
Kerawanan sosial ckonomi  merupakan  salah satu dari
problema kemanusiaan yang sclalu muncul di sepanjang,
sejarah kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Problem
serius ini belum pernah mendapal penyelesaian secara baik dan
sempurna. Sistem kapitalis dan  sistlem  sosialis  berebul
menampilkan keunggulan konsep masing-masing, namun
hasilnya tetap saja tidak mampu menyelesaikan  persoalan-
persoalan  ekonomi tersebul. Zakal diharapkan akan
memberikan solusi terhadap persoalan ckonomi kemanusioan
dan membangun kebahagiaan bersama. Kedua, sebagai sarana
pemuliaan manusia (rigob). Manusia diciptakan Tuhan dalam
kemerdekaan dan kemuliaan. Hanya saja  lerkadang
kemerdekaan dan kemualiaan dirinya bagaikan lergadai.
Pemerasan terselubung dan mempekerjakan anak-anak sebagai
sesuatu yang tak ternafikan. Maka pelaksanaan zakal
merupakan upaya mempertahankan dan atau mengembalikan
kemerdekaan dan kemuliaan manusia yang tergadai karena
kemiskinan. Ketiga, sebagai sarana konsolidasi umat. Perbedaan
status ckonomi tidak mustahil memicu kesenjangan anlara
kelompok kaya dan kelompok miskin. Untuk mengalasi
masalah itu zakat muncul untuk mendckatkan jurang pemisah
yang menganga di antara dua kelompok tersebut Keempat,
sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan. Dalam
kehidupan sosial tidak jarang dijumpai keadaan yang membuat
harkat dan martabat manusia seolah-olah terabaikan. Di anlara
kasus vang nampak di depan mata adalah masih adanya anak-
anak yang belajar di kelas vang hampir ambruk yang justru

"7 Yusuf Qardawi, op cit., hal. 848

" Tim Penyusun, Fikih Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat Dircklorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama R, Jakarta, 2008,
hﬂl. 45'49
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sctiap saat mengancam keselamatan mereka. Zakat dengan
mustahiq fi sabilillah akan memberantas keadaan demikian.
Dana zakat dimungkinkan untuk digunakan membangun
gedung sckolah dan sarana kepentingan umum lainnya. Kelima,
scbagai sarana pemberdayaan umat. Sampai saal ini masih saja
terjadi keterpurukan umat manusia karena kelemahan sektor
ekonominya. Zakat yang dikelola dengan baik akan membidik
kelompok masyarakat terpuruk untuk diberdayakan. Keenam,
sebagai sarana pendorong kebangkitan ckonomi umat. Modal
dalam kegiatan ekonomi merupakan hal yang niscaya. Tetapi
tidak semua orang memiliki modal yang cukup. Zakat
berupaya membantu memperkuat modal usaha agar dapat
berjalan dengan baik. Ketujuh, sebagai penghargaan terhadap
kinerja. Agama Islam sangat menghargai sebuah kinerja.
Semakin baik kinerja semakin tinggi pula apresiasi yang
diberikan. Jika kinerja buruk maka Islam akan mencari akar
permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja tersebut.
Pemberian bagian zakat kepada ‘mmilin merupakan wujud
nyata perhatian Islam terhadap kinerja.¥ Menurut Didin
Hafidhuddin' berdasarkan QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 19, dan
juga QS Al-Ma'aarij (70) ayat 24-25 menunjukkan bahwa harta
yang dimiliki oleh seorang muslim tidaklah bersifat absolut.
Artinya, tidak ada kepemilikan aset kekayaan yang bersifat
mutlak. Ada bagian / prosentase tertentu yang diatur oleh
syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok dhuafa.
Pernyataan Allah SWT yang mencgaskan bahwa ada bagian
tertentu dalam harta seseorang yang bukan merupakan
miliknya, menunjukkan bahwa harta tersebut harus dialirkan
dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang
membutuhkan. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam
sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Zakat, dalam hal ini,
berperan sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi
pendapatan dan kekayaan. Persoalan redistribusi ini bukan
merupakan persoalan yang sepele. Macetnya saluran distribusi

" Tim Penyusun Fikih Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama R, op cit., hal. 51-
52

" Didin  Hafidhuddin, Zakat  dan  Redistribusi  Pendapatan,
www.baznas.or.id/ind diakses tanggal 23 Desember 2008
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kekavaan ini akan menycebabkan ketimpangan dan kesenjangan
susin'l. Bahkan, kesenjangan ini semakin meningkat  lajam,
terlebih lagi pada tiga dasawarsa ternkhir, dimana yang kaya
semakin kaya dan yang miskin semakin miskin,

Berdasarkan uraian di atas, maka dapal disimpulkan
bahwa tujuan dan fungsi zakal adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan  masyarakal schingga terciplanya harmonisasi
dalam kehidupan bermasyarakal. Tujuan untuk mewujudkan
kescjahteraan masyarakat ini sesuai dengan nilai dasar kelima
dari Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh  rakyal
Indonesia yang kemudian dijabarkan dalam salah satu cita-cita
negara Indonesia ‘mewujudkan kescjahleraan umum’ yang
tercantum dalam alinic keempal Pembukaan UUD 1945. Untuk
mewujudkan cita-cita mulia tersebut perlu didukung dengan
pengelolaan  zakat yang baik dan benar dimana hal ini
menyangkut daya guna zakat.

Daya guna zakat  berkaitan dengan bagaimana
melakukan pengelolaan zakal yang berprinsip pada ketepatan
mengenai sumberdaya, baik berupa sumberdaya manusia,
dana, waktu, alat dan cara agar pelaksanaan kegiatan
pengelolaan zakat dapal tepat waktu dan hemat dalam
penggunaan  biayanya. Dengan  pengertian  yang  lain,
bagaimana dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia
dapat mewujudkan sebanyak-banyaknya tujuan dan fungsi
sakat. Menurut Didin Hafidhuddin, '™ zakat yang dikumpulkan
olech oorganisasi pengelolaan zakat, harus segera disalurkan
kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah
disusun dalam program kerja. Zakat lersebul harus disalurkan
kepada mustahik sebagaimana lergambar dalam surat at
taubah ayat 60, yang urainnya antara lain scbagai berikut.
Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini
memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam
teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mercka yang
tidak memiliki penghasilan sama sckali, atau memiliknya akan
tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga
yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada
kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi

51 Didin Hafidhuddin, op cit. hal. 132-139
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keperluan konsumsi sehari-harinva dan dapat pula bersital
produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Adapun
penyaluran zakat secara produklil scbagaimana yang pernah
terjadi di zaman Rasulullah Saw vang dikemukakan dalam
sebuah riwayal Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin
Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan
kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan alau
disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakal yang,
bersifat  produkltif, terdapat  pendapat  yang menarik
scbagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam
Fikih  Zakat bahwa pemerintah Islam  diperbolehkan
membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari
uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya
bagai kepentingan fakir miskin, schingga akan lerpenuhi
kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti
pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil
Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan
profesional. BAZ dan LAZ, jika memberikan zakal yang
bersifat produktif harus pula melakukan
pembinaan/pendampingan  kepada para  mustahik agar
kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para
mustahik  semakin meningkat kualitas  keimanan dan
keislamannya.

Kedua, kelompok amil. (petugas zakat). Kelompok ini
berhak mendapatkan bagian dari zakat maksimal satu
perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas
zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan
sebaik-baiknya dan waktunya scbagian besar atau seluruhnya
untuk tugas tersebut. Bagian untuk amil inipun termasuk
untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yvang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan ini,
ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat
tidaklah bertingkat, mulai dari bawah sampai ke atas, misalnya
mulai level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga
presiden. Amil zakat hanyalah mercka yang secara langsung
mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya,
menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan
mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan
ketentuan syariah islamiyyah.
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Ketiga, kelompok muallal, vaitu kelompok orang vang,
dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam.
Mercka diberi agar bertambaha kesungguhannya dalam ber-
Islam dan Dbertambah keyakinan mereka, bahwa segala
pengorbanan mercka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-
sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mercka,
bahkan memasukannya ke dalam bagian penting dari salah
satu rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga.

Keempat, dalam memerdekakan budak belian. Artinya
bahwa =zakal itu antara lain harus dipergunakan untuk
membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk
perbudakan.  Para ulama  berpendapat bahwa cara
membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua
hal, yaitu (1) menolong pembebasan dari hamba mukatab, yaitu
budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan
tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta
(misalnya uvang) untuk membebaskan dirinya. (2) seseorang
alau kelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat
dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki
membeli  budak atau ammah (budak perempuan) untuk
kemudian membebaskannya.

Kelima, kelompok gharimin atau orang yang berutang
yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi
kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang
mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan
keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan
keluargana yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.
Yusuf Al Qarrdhawi mengemukakan bahwa salah satu
kelompok yng termasuk gharimin adalah kelompok orang
yang mendapatkan bebagai bencana dan musibah, baik pada
dirinya maupun pada hartanya, schingga mempunyai
kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan
keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam
Mujahid, ia berkata, ‘Tiga kelompok orang termasuk
mempunyai utang: orang yang, hartanya terbawa banjir, orang
yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai
keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia
berutang untuk menafkahi keluarganya itu. Kelompok kedua
adalah kelompok orang yang mempunyai utang kemaslahatan
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orang alau pihak lain. Misalnva orang yang terpaksa berutang,
karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang
sedang  bertentangan, yang penyelesainnya membutuhkan
dana yang cukup besar. Alau orang yang dan kelompok orang,
vang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang lerpaksa
berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya.
Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-
orang lanjut usia, orang-orang fakir, panilia pembangunan
masjid, sckolah, perpustakaan, pondok pesantren, dan lain
schbagainya.

Keenam, dalam jalan Allah (fi sabilillah). Pada zaman
Rasulullah Saw golongan yang termasuk kategori ini adalah
para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang
tetap. Tetapi berdasarkan lafadz fi sabilillah “di jalan Allah’,
scbagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk
membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan,
pelatihan  para dai, menerbitkan buku, majalah, brosur,
membangun mass media, dan lain sebagainya.

Ketujuh, Tbnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya
dalam perjalanan. Untuk saal sekarang, di samping para
musafir yang mengadakan perjalanan yan dianjurkan agama,
seperti silaturahmi, melakukan study tour pada obyek-obyek
yvang bersejarah dan bermanfaal, mungkin juga dapat
dipergunakan untuk pemberian bea siswa atau bea santri
(pondok pesantren) bagi mercka yang terputus pendidikannya
karena ketiadaan dana. Mungkin juga dapat dipergunakan
untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang Kkini
semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat
dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang
terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan burulk lainnya.

Agar zakat dapat berdaya guna, maka hendaknya BAZ
dan LAZ dalam mendistribusikan zakat menyusun skala
prioritas  berdasarkan  program-program yang  disusun
berdasarkan data-data akurat. Di samping itu karena jumlah
BAZ dan LAZ semakin banyak, maka hendaknya selalu
melakukan koordinasi dan perlunya spesialisasi dari masing-
masing lembaga. Misalnya OPZ A dengan wilayah sasaran
tertentu mengkhususkan program-programnya untuk usaha-
usaha produktif. OPZ B dengan wilayah sasaran tertentu pada

119

Dipindai dengan CamScanner



pemberian bea siswva dan pelatihan-pelatihan, OPZ C dengan
wilavah sasaran tertentu pada pembangunan sarana prasarana.
Dengan cara sepert i penyebaran zakat dapal merata dan
tidak akan terjads tampang, tindih, Begita juga sinergi dan Kerja
sama vany, sahing memperkuat,  lampaknya semakin
dibutuhkon saal ing, Karena terbatasnya dana zakat, infaq dan
shadagahy vang terkampul,  sementara jumlah - penerima

(mustahik) semakin banyak.,
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan

pembahasan dalam penulisan tesis ini dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan organisasi
pengelolaan zakat (OPZ) dalam UU No. 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya
belum sesuai dengan asas kepastian hukum yang terdapat
dalam undang-undang tersebut. Hal ini ditunjukkan
dengan masih adanya substansi peraturan perundang-
undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-
kelemahan  (loopholes), subtansi  peraturan perundang-
undangan tumpang tindih satu sama lain, dan masih belum
ada kelegasan mengenai perbedaan antara fungsi legislatif,
cksekutif dan yudikatif dalam pengawasan OPZ.
Ketidaksesuaian UU tersebut dengan asas kepastian hukum
dapat menycbabkan kurang optimalnya OPZ dalam
meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat sebagai
salah satu tujuan pengelolan zakat.

Dana zakat pada dasarnya merupakan kekayaan publik
yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh
karena itu untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna
zakat, undang-undang Pengelolaan Zakat perlu menjamin
efektivitas pengawasan terhadap BAZ dan LAZ dengan

cara mengatur sistem pengawasan yang dapat memantau
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proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai
dengan pendayagunaan zakat.

5.2 Saran

1.

2

=

Pemerintah dan DPR hendaknya melakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang,
Pengelolaan Zakat khususnya tentang pengawasan OPZ
dengan melibatkan peran serta lembaga pengawasan
pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap OPZ.
Organ BAZ dan LAZ hendaknya melakukan pengelolaan
zakat secara profesioanal dengan cara memfungsikan unsur
pengawas internal dan mendayagunakan zakat sesuai
dengan tuntunan agama serta memberikan ruang yang
seluas-luasnya  kepada  publik  untuk  melakukan
pengawasan terhadap OPZ.

Masyarakat hendaknya ikut berperan aktif dalam
melakukan pengawasan terhadap OPZ secara konstruktif.
Semakin tinggi tingkat peran serta masyarakat dalam
melakukan pengawasan terhadap OPZ secara konstruktif,
maka akan menjadikan OPZ tersebul lebih berkembang dan
mendapatkan dukungan publik.
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Pengawgsaq
Organisasi

dalam Perspektif Regulasi Zakat di Indonesia

Di dalam buku ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang
kelembagaan pengawasan, tata cara pengawasan, peran serta
masyarakat dalam pengawasan dan tujuan pengawasan terhadap
organisasi pengelaolaan zakat yang diatur dalam Undang-
undang 'No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Harapan penulis semoga hasil penulisan buku ini bermanfaat
bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia dan pihak-
pihak yang terkait yakni DPR/DPRD, pemerintah, pengelola
BAZ/LLAZ, dan masyarakat yang berkaitan dengan Organisasi

Pengelolaan Zakat.
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